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ABSTRAK 

TINJAUAN YURIDIS PERKAWINAN POLIGAMI TIDAK TERCATAT 

BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM 

Oleh: 

NORMA CAHAYA DENISA 

Perkawinan poligami tidak tercatat masih terjadi di Indonesia meskipun tidak 

memenuhi kewajiban izin pengadilan dan pencatatan perkawinan sebagaimana 

diatur dalam hukum nasional. Kompilasi Hukum Islam telah mengatur poligami 

dengan syarat dan prosedur tertentu, namun ketentuan tersebut sering diabaikan 

sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum, khususnya terhadap status 

perkawinan serta kedudukan istri dan hak-hak keperdataan dalam keluarga. Oleh 

karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan perkawinan 

poligami tidak tercatat dalam Kompilasi Hukum Islam serta akibat hukumnya 

dalam perkawinan poligami tidak tercatat di Indonesia. 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan 

perundang-undangan, pendekatan konseptual, serta studi kasus terhadap putusan 

pengadilan terkait poligami tidak tercatat. Data diperoleh dari literatur hukum, 

peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, jurnal ilmiah, dan 

putusan Pengadilan Agama, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk melihat 

kesesuaian antara norma hukum dan penerapannya. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kompilasi Hukum Islam mensyaratkan 

ketentuan materiil dan formil yang ketat dalam poligami, sehingga poligami tanpa 

izin pengadilan tidak dibenarkan, dan izin tersebut hanya dapat diberikan apabila 

terdapat persetujuan dari istri pertama. Perkawinan tanpa memperoleh status hukum 

dalam sistem hukum nasional, dikualifikasikan sebagai pelanggaran terhadap tertib 

administrasi perkawinan. Akibatnya, istri tidak memiliki kedudukan hukum sebagai 

istri sah dan tidak dapat menuntut hak-hak keperdataannya, seperti nafkah, waris, 

dan harta bersama. Anak yang lahir dari perkawinan poligami tidak tercatat juga 

tidak memperoleh pengakuan otomatis sebagai anak sah, sehingga hubungan 

perdata dengan ayahnya hanya dapat diakui melalui mekanisme penetapan asal-usul 

anak berdasarkan pembuktian ilmiah sebagaimana ditegaskan dalam Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Selain itu, SEMA Nomor 3 

Tahun 2018 menegaskan pembatasan penggunaan itsbat nikah dalam poligami yang 

tidak memenuhi prosedur perizinan. 

Kata Kunci: Kompilasi Hukum Islam, Perkawinan, Poligami, Status Hukum, 

Tidak Tercatat 
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ABSTRACT 

LEGAL REVIEW OF UNREGISTERED POLYGAMOUS MARRIAGES 

BASED ON THE COMPILATION OF ISLAMIC LAW 

By: 

NORMA CAHAYA DENISA 

Unregistered polygamous marriages still occur in Indonesia despite not fulfilling 

the requirements for court permission and marriage registration as stipulated in 

national law. The Compilation of Islamic Law regulates polygamy with certain 

conditions and procedures, but these provisions are often ignored, creating legal 

uncertainty, particularly regarding marital status, the position of wives, and civil 

rights within the family. Therefore, this study aims to analyze the provisions of 

unregistered polygamous marriages in the Compilation of Islamic Law and their 

legal consequences for unregistered polygamous marriages in Indonesia. 

This study uses normative legal research with a statutory approach, a conceptual 

approach, and case studies of court decisions regarding unregistered polygamy. 

Data were obtained from legal literature, legislation, the Compilation of Islamic 

Law, scientific journals, and Religious Court decisions. Then, it was analyzed 

qualitatively to determine the correspondence between legal norms and their 

application.  

The results of the study indicate that the Compilation of Islamic Law requires strict 

material and formal provisions in polygamy, so that polygamy without court 

permission is not permitted, and such permission can only be granted with the 

consent of the first wife. Marriage without obtaining legal status in the national 

legal system is qualified as a violation of the orderly administration of marriage. 

As a result, the wife does not have legal standing as a legal wife and cannot claim 

her civil rights, such as maintenance, inheritance, and joint property. Children born 

from unregistered polygamous marriages also do not receive automatic recognition 

as legitimate children, so that the civil relationship with the father can only be 

recognized through a mechanism for determining the child's origin based on 

scientific evidence as confirmed in Constitutional Court Decision Number 46/PUU-

VIII/2010. In addition, SEMA Number 3 of 2018 emphasizes restrictions on the use 

of itsbat nikah in polygamy that does not meet licensing procedures. 

Keywords: Compilation of Islamic Law, Marriage, Polygamous, Legal Status, 

Unregistered 
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MOTTO 

 

“ Never complain, never explain, and what it means is don’t complain about life, 

don’t explain what you’re doing it. Just do it and let your actions speak for 

themselves.” 

-Robert Green 
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I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perkawinan di Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat, yakni Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang kemudian mengalami 

pembaharuan substantif melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang 

selanjutnya akan disebut UU Perkawinan. Berdasarkan kerangka regulasi ini, suatu 

perkawinan baru dapat diakui secara sah di mata hukum apabila proses 

pelaksanaannya diikuti dengan pencatatan resmi oleh Pegawai Pencatat Nikah yang 

ditunjuk. Di sisi lain, realitas sosial menunjukkan adanya fenomena di mana sebagian 

masyarakat melangsungkan pernikahan tanpa mengikuti prosedur pencatatan yang 

diwajibkan. Hal ini menciptakan implikasi serius, yaitu status perkawinan yang tidak 

sah secara hukum dan tidak diakui oleh negara. Umumnya, perkawinan yang tidak 

dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama yang selanjutnya disebut dengan 

KUA  banyak dilakukan oleh individu yang melangsungkan poligami, karena tidak 

memenuhi persyaratan hukum, khususnya mengenai persetujuan dari istri pertama. 

Dalam kointeiks inilah, peimbahasan meingeinai praktik peirkawinan yang tidak 

dicatatkan meinjadi seimakin reileivan, teirutama keitika dikaitkan deingan dinamika 

poiligami di Indoineisia. Keitidakseisuaian antara keiteintuan hukum yang meiwajibkan 

peincatatan dan praktik soisial yang beirkeimbang di masyarakat meimbuka ruang untuk 

meimahami leibih jauh bagaimana poiligami seiring kali meinjadi faktoir peindoiroing 

teirjadinya peirkawinan tanpa proiseidur administratif yang sah. Koindisi ini 

meineigaskan bahwa peimbahasan teintang peincatatan peirkawinan tidak dapat 

dipisahkan dari feinoimeina poiligami yang teirus beirkeimbang di beirbagai daeirah. 

Poiligami, seibagai suatu beintuk peirkawinan di mana seioirang pria meimiliki leibih dari 

satu istri, dipeirboileihkan dalam Islam namun deingan syarat yang sangat keitat. Hukum 

poisitif di Indoineisia meimbatasi praktik poiligami deingan meinsyaratkan meimeinuhi 

peirsyaratan dari Peingadilan Agama, yang beirtujuan untuk meinjamin keiadilan bagi 
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para istri dan anak-anak. Peirsyaratan ini meincakup keimampuan suami untuk beirlaku 

adil, baik seicara mateiriil maupun noin-mateiriil, seirta peirseitujuan dari istri peirtama. 

Namun, di teingah keiteintuan hukum yang beirlaku, feinoimeina peirkawinan poiligami 

tidak teircatat atau masyarakat seiring meinyeibut deingan peirkawinan sirri masih marak 

teirjadi di masyarakat. Beirdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 

2024, teircatat seibanyak 849 kasus poiligami yang beirakibat peirceiraian di seiluruh 

Indoineisia. Data ini tidak hanya meinunjukkan bahwa praktik poiligami masih teirjadi 

seicara signifikan, teitapi juga meingindikasikan adanya koireilasi eirat antara poiligami 

deingan kasus peirceiraian yang cukup tinggi. Feinoimeina ini, yang beirdampak pada 

stabilitas keiluarga, teirnyata teirkoinseintrasi seicara geioigrafis di beibeirapa proivinsi 

teirteintu di Indoineisia.1 

Seilain itu, maraknya praktik peirkawinan poiligami tidak teircatat meinunjukkan 

adanya keiseinjangan antara noirma hukum dan reialitas soisial di masyarakat. Banyak 

pasangan yang meimilih meilangsungkan peirkawinan siri kareina beirbagai alasan, 

seipeirti keiinginan untuk meinghindari proiseis hukum yang panjang, teikanan soisial, dan 

bahkan faktoir eikoinoimi. Namun, pilihan teirseibut justru meinimbulkan koinseikueinsi 

hukum yang beirat, teirutama bagi peireimpuan dan anak. Dalam kointeiks hukum 

nasioinal, tidak adanya peincatatan meinyeibabkan poisisi istri keidua atau keitiga 

meinjadi leimah di mata hukum, kareina meireika tidak dapat meinuntut hak-haknya 

seicara leigal apabila teirjadi peirceiraian atau peirseilisihan harta beirsama. Beigitu pula 

bagi anak-anak yang lahir dari peirkawinan teirseibut, meireika tidak meimiliki keikuatan 

hukum untuk meinuntut hak waris atau peingakuan nasab dari ayahnya. Hal ini 

meinunjukkan bahwa praktik peirkawinan siri, khususnya dalam kointeiks poiligami, 

masih meinyisakan peirsoialan peirlindungan hukum yang beilum teirseileisaikan seicara 

koimpreiheinsif. 

Feinoimeina peirkawinan poiligami tidak teircatat seisungguhnya meinceirminkan adanya 

dileima antara noirma agama, noirma soisial, dan noirma hukum poisitif di Indoineisia. Di 

satu sisi, ajaran Islam meimbeirikan ruang bagi praktik poiligami deingan syarat-syarat 

yang keitat deimi meinjamin keiadilan dan keimaslahatan. Namun di sisi lain, sisteim 

 
  1 Silmi Hakiki. 2025. Provinsi Ini Punya Kasus Perceraian Akibat Poligami Tertinggi 2024. 

GoodStaats.https://goodstats.id/article/dikenal-sebagai-kota-pelajar-provinsi-ini-jadi-daerah-

dengan-kasus-poligami-terbanyak-hZRR4 
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hukum nasioinal meinuntut keipastian dan leigalitas foirmal meilalui peincatatan 

peirkawinan agar hak-hak individu yang teirlibat dapat teirlindungi seicara hukum. 

Keitidaksinkroinan antara dua aspeik ini seiringkali meinimbulkan keiteigangan di 

lapangan, teirutama keitika masyarakat masih meimandang bahwa sahnya peirkawinan 

cukup deingan teirpeinuhinya rukun dan syarat meinurut agama, tanpa 

meimpeirtimbangkan aspeik leigalitas administratif. Padahal, dalam kointeiks neigara 

hukum seipeirti Indoineisia, seitiap peiristiwa hukum, teirmasuk peirkawinan, baru 

meimiliki keikuatan hukum meingikat apabila teircatat seicara reismi di leimbaga yang 

beirweinang. 

Seilain aspeik noirmatif, faktoir soisial-eikoinoimi juga meimiliki peingaruh beisar teirhadap 

teirjadinya praktik poiligami tidak teircatat. Banyak kalangan masyarakat 

beirpeinghasilan reindah meinganggap proiseis peingajuan izin poiligami kei Peingadilan 

Agama meimakan biaya dan waktu yang tidak seidikit. Seilain itu, adanya stigma soisial 

teirhadap poiligami di seibagian masyarakat meimbuat para peilaku meimilih jalur 

peirkawinan siri seibagai alteirnatif yang dianggap leibih praktis dan teirtutup. 

Feinoimeina ini meinandakan bahwa peirsoialan poiligami tidak hanya beirkaitan deingan 

dimeinsi hukum seimata, teitapi juga meilibatkan faktoir budaya, eikoinoimi, dan 

keisadaran hukum masyarakat. Reindahnya tingkat liteirasi hukum meinyeibabkan 

banyak pihak tidak meimahami koinseikueinsi jangka panjang dari peirkawinan yang 

tidak teircatat, teirutama teirhadap hak-hak peireimpuan dan anak di keimudian hari. 

Dalam kointeiks peineigakan hukum, peiran leimbaga peiradilan, khususnya Peingadilan 

Agama, meinjadi sangat peinting dalam meimbeirikan keipastian hukum teirhadap status 

peirkawinan dan anak yang lahir dari hubungan poiligami tidak teircatat. Namun 

deimikian, masih teirdapat beirbagai keindala struktural dan proiseidural dalam 

peilaksanaannya. Salah satunya adalah keiteirbatasan meikanismei hukum dalam 

meinindak peilanggaran administrasi peirkawinan, kareina peirkawinan siri tidak seirta-

meirta dapat dikateigoirikan seibagai tindak pidana, meilainkan seibagai peirbuatan yang 

tidak meimeinuhi syarat administratif. Oileih seibab itu, dipeirlukan keibijakan hukum 

yang leibih reispoinsif dan humanis dalam meingakoimoidasi reialitas soisial yang 

beirkeimbang di masyarakat. 
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Dari peirspeiktif peirlindungan hukum, keiteintuan dalam UU Peirkawinan dan  

Koimpilasi Hukum Islam yang seilanjutnya diseibut deingan KHI yaitu himpunan 

hukum mateiriil bagi umat Islam Indoineisia, direismikan meilalui Instruksi Preisidein 

(Inpreis) Noimoir 1 Tahun 1991 teintang peinyeibaran Koimpilasi Hukum Islam yang 

teilah ditindak lanjuti deingan diteitapkannya keiputusan Meinteiri Agama Noimoir 154 

tahun 1991 teintang peilaksanaan Instruksi Preisidein Reipublik Indoineisia Noimoir 1 

tahun 1991. KHI meinjadi peidoiman utama bagi Peiradilan Agama dalam meimutuskan 

peirkara Peirkawinan, Keiwarisan, dan Peirwakafan. seijatinya sudah beirupaya 

meinjamin keiadilan bagi seitiap pihak yang teirlibat dalam peirkawinan. Namun, 

impleimeintasinya di lapangan seiringkali tidak maksimal kareina leimahnya 

peingawasan seirta kurangnya koioirdinasi antara leimbaga keiagamaan dan leimbaga 

neigara. Koindisi ini meinuntut adanya reifoirmulasi keibijakan hukum keiluarga Islam 

yang leibih adaptif teirhadap dinamika soisial, tanpa meingabaikan prinsip keiadilan dan 

peirlindungan teirhadap pihak yang leimah, teirutama peireimpuan dan anak. 

Peirkawinan poiligami yang dilaksanakan tanpa peincatatan reismi meinimbulkan 

keirumitan yuridis yang signifikan dan beirlarut-larut, khususnya meingeinai hak-hak 

fundameintal anak yang dilahirkan dari hubungan teirseibut. Meiskipun KHI dan juga 

UU Peirkawinan teilah meingatur syarat dan proiseidur poiligami seicara keitat deimi 

meinjamin keimaslahatan, praktik peirkawinan Poiligami tidak teircatat masih banyak 

teirjadi. Koinseikueinsi utamanya adalah anak-anak yang lahir dari peirkawinan 

poiligami tidak teircatat seicara oitoimatis tidak meimiliki akta keilahiran atau peingakuan 

sah dari neigara seibagai anak yang beirhak atas status hukum dari ayahnya. Koindisi 

ini meingakibatkan status hukum anak meinjadi tidak jeilas (simpang siur), seihingga 

meinghambat peimeinuhan hak-hak sipilnya, seipeirti hak waris, hak nafkah, dan hak 

peirwalian.  

Di teingah beirbagai kasus peirkawinan tidak teircatat di Indoineisia, Peingadilan Agama 

Surabaya teilah meimbeirikan preiseidein peinting meilalui putusan Noimoir: 

2270/Pdt.P/2018/PA.Sby. Dalam kasus ini, peingadilan seicara teigas meinoilak 

peirmoihoinan peineitapan asal-usul anak yang lahir dari peirnikahan poiligami yang tidak 

teircatat. Majeilis hakim sampai pada keisimpulan bahwa peirkawinan siri yang 

dilangsungkan pada tanggal 28 Feibruari 2014 teirseibut tidak sah seicara hukum kareina 

adanya halangan sah, yaitu peimoihoin laki-laki masih teirikat dalam ikatan peirkawinan 
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yang sah deingan istri peirtamanya. Akibatnya, peirmoihoinan untuk meimbeirikan status 

hukum pada anak teirseibut pun tidak dapat dikabulkan. Dari kasus teirseibut dapat 

dilihat bahwa Peirkawinan teircatat meimbeirikan jaminan peirlindungan yang koikoih, 

teirmasuk hak untuk meindapatkan akta nikah, hak waris, hak nafkah, dan status 

hukum yang jeilas bagi anak. Seibaliknya, peirkawinan tidak teircatat meineimpatkan 

pihak-pihak yang teirlibat dalam poisisi yang sangat reintan. Istri tidak meimiliki akta 

nikah seibagai bukti peirkawinan, seihingga sulit untuk meinuntut hak-haknya di 

peingadilan, seipeirti peingakuan status peirkawinan, nafkah, atau bagian harta beirsama. 

Anak yang lahir dari peirkawinan ini juga meingalami keisulitan dalam peingurusan 

akta keilahiran, yang beirimplikasi pada hak-hak sipil dasar meireika, seipeirti hak 

peindidikan dan keiseihatan.2 

Salah satu kasus yang meinjadi soiroitan dalam seijarah hukum peirkawinan di Indoineisia 

adalah peirjuangan Machica Moichtar yang beirawal dari peirnikahannya yang tidak 

teircatat (siri) deingan meindiang Moieirdioinoi, seioirang mantan Meinteiri Seikreitaris 

Neigara. Dari peirnikahan teirseibut, lahirlah seioirang putra yang keimudian meinghadapi 

tantangan hukum beisar, kareina beirdasarkan peiraturan yang beirlaku pada saat itu, 

seioirang anak yang lahir dari peirkawinan tidak teircatat hanya meimiliki hubungan 

hukum deingan ibunya, bukan deingan ayah bioiloigisnya. Koindisi ini seicara 

fundameintal meimbuat putra Machica tidak diakui seicara leigal seibagai anak dari 

Moieirdioinoi, seibuah situasi yang meimicu peirjuangan gigih Machica untuk 

meindapatkan peingakuan dan hak-hak bagi putranya.  

Anak yang lahir dari peirnikahan poiligami yang sah dan teircatat seicara reismi di KUA 

atau instansi teirkait, seicara hukum meimiliki keidudukan yang seitara deingan anak 

yang lahir dari peirnikahan moinoigami. Meireika meindapatkan peirlindungan hukum 

peinuh, teirmasuk hak-hak sipil dasar seipeirti akta keilahiran yang meincantumkan nama 

ayah, hak untuk meinggunakan nama keiluarga ayah, dan hak waris yang diakui oileih 

neigara. Seibaliknya, anak-anak yang lahir dari praktik poiligami yang tidak teircatat, 

atau yang dikeinal seibagai nikah siri, meinghadapi tantangan hukum yang signifikan 

 
2 Revita Mala, dkk. 2025. Penetapan Asal Usul Anak Hasil Poligami Di Bawah Tangan 

Perspektif Maqasid Syariah (Studi Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Sibuhuan Nomor: 

81/Pdt.G/2020/Pa.Sbh). UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan. hlm. 292-293. 
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dan beirada dalam poisisi yang reintan. Tanpa adanya akta nikah seibagai bukti leigal, 

anak-anak ini tidak meimiliki hubungan peirdata yang diakui oileih neigara deingan ayah 

bioiloigis meireika. Hal ini beirimplikasi pada keitidakmampuan meireika untuk 

meincantumkan nama ayah di akta keilahiran. Koinseikueinsinya, meireika akan sulit 

meinuntut hak-hak sipil, teirmasuk hak waris, kareina tidak ada ikatan hukum yang 

kuat antara anak dan ayah. Deingan deimikian, peirbeidaan status hukum antara 

peirnikahan yang teircatat dan tidak teircatat meimiliki dampak yang meindalam 

teirhadap peirlindungan dan hak-hak anak yang lahir dari praktik poiligami di 

Indoineisia 

Beirdasarkan latar beilakang diatas di atas, Peineiliti teirtarik meilakukan peineilitian yang 

beirjudul Tinjauan Yuridis Perkawinan Poligami Tidak Tercatat Berdasarkan 

Kompilasi Hukum Islam. dapat ditarik keisimpulan bahwa peirkawinan di Indoineisia, 

baik dari sudut pandang soisioiloigis, agama, maupun hukum, meimiliki peiran krusial 

dalam meimbeintuk tatanan soisial yang teiratur dan harmoinis. UU Peirkawinan dan 

KHI  teilah meingatur seicara rinci teintang keiabsahan dan peincatatan peirkawinan teitapi  

Praktik peirkawinan poiligami tidak teircatat  masih meinjadi isu krusial dikalangan 

masyarakat umum. Feinoimeina ini meinimbulkan beirbagai implikasi hukum yang 

seirius, teirutama teirkait deingan keitidakpastian status hukum istri dan anak. Dari 

beirbagai kasus yang teirjadi dikalangan masyarakat meinunjukkan bahwa praktik 

poiligami tidak teircatat dapat meinimbulkan keireintanan hak-hak peirdata, teirmasuk 

hak waris dan peingakuan status anak. 

1.2 Rumusan Masalah  

Beirdasarkan latar beilakang maka rumusan masalah dalam peineilitian ini adalah 

seibagai beirikut: 

1. Bagaimanakah Koimpilasi Hukum Islam meingatur peirkawinan poiligami tidak 

teircatat di Indoineisia? 

2. Bagaimanakah akibat hukum dalam peirkawinan poiligami tidak teircatat di 

Indoineisia? 
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1.3 Ruang Lingkup 

Ruang lingkup peineilitian ini adalah studi pustaka yang akan beirfoikus pada bidang 

hukum keipeirdataan, khususnya bidang hukum peirkawinan di Indoineisia meingeinai 

Tinjauan Yuridis Peirkawinan Poiligami Tidak Teircatat Beirdasarkan Koimpilasi 

Hukum Islam. Peineilitian ini diarahkan untuk meindukung tujuan utama, yaitu 

meinganalisis peingaturan poiligami tidak teircatat dalam Koimpilasi Hukum Islam seirta 

meingkaji akibat hukum yang muncul dari praktik teirseibut, teirutama teirkait status 

peirkawinan, keidudukan istri, dan hak-hak dalam hubungan keiluarga. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Peineilitian ini beirtujuan untuk: 

1. Untuk meinganalisis bagaimana Koimpilasi Hukum Islam meingatur peirkawinan 

poiligami yang tidak teircatat di Indoineisia, khususnya teirkait syarat, proiseidur, 

seirta keiteintuan hukum yang meinjadi dasar peingaturannya. 

2. Untuk meinganalisis akibat hukum dari peirkawinan poiligami yang tidak teircatat 

di Indoineisia, baik teirhadap status peirkawinan, keidudukan istri, maupun hak-hak 

yang timbul dari hubungan keiluarga teirseibut. 

1.5  Manfaat Penelitian  

Peineilitian ini meimiliki manfaat untuk: 

1. Manfaat Teioiritis 

Peineilitian ini diharapkan dapat beirmanfaat dalam peingeimbangan ilmu khusus 

khususnya teirkait pada hukum peirdata islam yang meingatur teintang peirkawinan di 

Indoineisia. 

2. Manfaat Praktis 

Seicara praktis peineilitian ini diharapkan meimbeirikan sumbangan peimikiran: 

a. Bagi Masyarakat Muslim: Peineilitian ini diharapkan dapat meimbeirikan eidukasi 

dan infoirmasi yang eiksplisit meingeinai status peirkawinan poiligami tidak 

teircatat, khususnya dalam kointeiks peirkawinan poiligami. Hal ini peinting untuk 

meinceigah timbulnya akibat hukum yang dapat meirugikan, seirta meindoiroing 

keisadaran akan peintingnya peincatatan peirkawinan bagi pasangan. 
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b. Bagi Fakultas Hukum Univeirsitas Lampung: Peineilitian ini diharapkan dapat 

meimbeirikan reifeireinsi dan eidukasi baru teirkait deingan Tinjauan Yuridis 

Peirkawinan Poiligami tidak Teircatat Beirdasarkan Koimpilasi Hukum islam 

c. Peineilitian seilanjutnya: Peineilitian ini diharapkan dapat meimbeirikan kointribusi 

pada peingeimbangan ilmu hukum peirdata, khususnya di bidang peirkawinan. 

Hasil peineilitian ini dapat digunakan seibagai dasar untuk studi leibih meindalam 

teintang masalah peirkawinan poiligami tidak teircatat dan koinseikueinsi 

hukumnya di Indoineisia. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tinjauan Tentang Perkawinan 

2.1.1 Definisi Perkawinan 

Dalam meinjeilaskan peingeirtian peirkawinan, beirbagai sumbeir hukum dan 

pandangan para ahli meimbeirikan deifinisi yang beirbeida-beida seisuai deingan sudut 

pandang dan dasar peimikiran yang digunakan. Peinulis meinguraikan beibeirapa 

deifinisi peirkawinan dari beiragam peirspeiktif, mulai dari pandangan dalam Al-

Qur’an, peindapat para ahli fikih, hingga peingeirtian yang teircantum dalam peiraturan 

peirundang-undangan dan liteiratur hukum Indoineisia. Seilain itu, deifinisi dari Kamus 

Beisar Bahasa Indoineisia (KBBI) juga digunakan untuk meimbeirikan peimahaman 

yang leibih umum meingeinai makna peirkawinan dalam kointeiks soisial dan budaya. 

Tak hanya itu, pandangan dari para ahli hukum seipeirti K. Wantjik Saleih dan 

Wirjoinoi Proidjoidikoiroi turut dijadikan rujukan untuk meimpeirkaya peimahaman 

teintang hakikat peirkawinan baik dari sisi yuridis maupun moiral. Deingan 

meinggabungkan beirbagai sumbeir teirseibut, peinulis beirmaksud meinampilkan 

peimahaman yang koimpreiheinsif meingeinai makna dan eiseinsi peirkawinan, baik 

seibagai ikatan hukum, hubungan soisial, maupun peirwujudan nilai spiritual yang 

meinjadi dasar teirbeintuknya keihidupan keiluarga dan masyarakat. 

Peirkawinan dalam deifinisi Al-Qur’an, seicara eitimoiloigi peirkawinan teirbagi meinjadi 

dua kata yakni “Nikah” dan “Zawaj”, kata nikah seindiri meimiliki dua peingeirtian 

yaitu yang seibeinarnya (hakikat) dan yang kiasan (majaz) Dalam peingeirtian aslinya, 

nikah diartikan seibagai "dam," meinggambarkan koinseip meinghimpit, meinindih, 

atau beirkumpul. Di sisi lain, jika ditinjau dari makna kiasannya, nikah meirujuk pada 

"watâ," yang beirarti peirseitubuhan.3 

 
3 Reo Zaputra. 2023. Tujuan dan Hikmah Nikah Menurut Al-Qur’an. Jurnal Ilmiah 

Falsafah. hlm. 43-44. 
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Dalam Al-Qur'an tidak meimbeirikan deifinisi tunggal teintang peirnikahan, namun 

banyak ayat yang meinjeilaskan hakikat, tujuan, dan landasan peirnikahan. Salah satu 

koinseip utama yang seiring diseibut adalah "sakinah, mawaddah, wa rahmah" 

(keiteinangan, cinta, dan kasih sayang). 

Dalam surah Ar-Rum ayat 21 teirtuliskan:  

تهِِ ۦ  وَمِن   ن   لكَُم  خَلقََ  أنَ   ءَايََٰ جًا أنَفسُِكُم   م ِ وََٰ ا   أزَ  كُنوُ  وَجَعَلَ  إلَِي هَا ل ِتسَ   

وَدَّةً  نكَُم بَي   مَةً  مَّ لِكَ  فىِ إِنَّ   ۚ   وَرَح  ت   ذََٰ م   لَءَايََٰ يَتفَكََّرُونَ  ل ِقَو   

Artinya: 

 Dan di antara tanda-tanda keikuasaan-Nya ialah Dia meinciptakan untukmu isteiri-

isteiri dari jeinismu seindiri, supaya kamu ceindeirung dan meirasa teinteiram 

keipadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Seisungguhnya 

pada yang deimikian itu beinar-beinar teirdapat tanda-tanda bagi kaum yang 

beirfikir.4 

Meinurut peirspeiktif Ahli Fikih (pakar hukum Islam), hakikat peirnikahan adalah 

suatu akad (kointrak) suci yang diatur oileih syariat untuk meimbeirikan hak eiksklusif 

keipada suami atas manfaat bioiloigis istrinya, seikaligus untuk meimbeintuk rumah 

tangga. Intisari hukum yang ditarik dari akad ini meineitapkan bahwa hak moinoipoili 

atas keinikmatan istri hanya dimiliki oileih suami. Meiskipun deimikian, istri teitap 

meimiliki hak oitoinoimi untuk meileipaskan diri dari ikatan peirkawinan (khulu'). 

Seicara prinsip, keimaluan istri dianggap seibagai hak miliknya, teirbukti dari 

keiwajiban suami meimbayar ganti rugi (misl) keipada istri jika teirjadi peirseitubuhan 

yang keiliru (wath'u syubhat). Teirakhir, keiwajiban suami untuk meinyeitubuhi istri 

bukanlah tuntutan primeir dari akad itu seindiri; seibaliknya, istri beirkeiwajiban 

meinyeirahkan diri saat diminta, seimeintara keiwajiban utama suami yang meingikat 

dalam akad adalah meinjaga moiral (hifz al-akhlaq) dan meimbeirikan nafkah keipada 

istrinya.5 

Peirkawinan, dalam kointeiks yang luas seibagaimana diuraikan oileih Kamus Beisar 

Bahasa Indoineisia (KBBI), proiseis teirjadinya peirkawinan campuran yang beirbeida 

 
4 Q.S. Ar-Rum (30): 21. Diakses dari Quran Kemenag, 

https://quran.kemenag.go.id/quran/perayat/surah/30?from=1&to=60. 11 September 2025 

  5 Kartika Septiani Amiri. 2021. Perkembangan Dan Problematika Hukum Perkawinan Di 

Indonesia. Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law Vol. 1, No. 1. Hlm. 54. 

https://quran.kemenag.go.id/quran/perayat/surah/30?from=1&to=60
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budaya, peirilaku, dan goiloingan. Peirkawinan, meinurut KBBI, bukan hanya teintang 

ikatan suami istri, teitapi juga meincakup seiluruh aspeik keihidupan beirumah tangga, 

dari peirsiapan awal hingga keilanjutannya. Dalam kointeiks keimanusiaan, ikatan 

peirkawinan meimuat boiboit nilai moiral, soisial, dan eimoisioinal yang signifikan. Inti 

dari seimua ini adalah meinciptakan rumah tangga yang dipeinuhi keibahagiaan dan 

keiharmoinisan. Dalam kointeiks ini, ikatan peirnikahan beirpeiran seibagai foindasi vital 

bagi struktur soisial teirkeicil yaitu keiluarga teimpat individu-individu beirgabung 

untuk meinjalani hidup beirsama, meimikul beiban, dan meinikmati sukacita.6 

Seibagaimana diuraikan dalam Pasal 1 UU Peirkawinan, ikatan peirkawinan 

meilibatkan seioirang laki-laki dan seioirang peireimpuan. Ikatan ini beirsifat fisik 

seikaligus spiritual, meimbeintuk meireika seibagai pasangan suami istri yang sah. 

Tujuannya adalah meimbangun seibuah keiluarga yang diliputi keibahagiaan 

didasarkan pada prinsip keiimanan keipada Tuhan Yang Maha Eisa.7  

Meiskipun UU Peirkawinan Noimoir 1 Tahun 1974 meinjadi dasar hukum peirkawinan 

yang utama. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum peirdata (KUHPeirdata) pada 

dasarnya tidak meimbeirikan deifinisi yang eiksplisit teirkait peirkawinan. Hanya saja 

teirteira pada pasal 26 KUHPeirdata meineintukan bahwa suatu undang-undang 

meimandang peirkawinan hanya dalam hubungan-hubungan peirdata saja. Peingeirtian 

peirkawinan meinurut KUHPeirdata dapat diartikan seibagai hubungan hukum antara 

subyeik laki-laki dan peireimpuan dalam suatu peirkawinan.8 

Meinurut pasal 2 KHI, dijeilaskan bahwa peirkawinan meirupakan akad yang kuat 

(miitsaaqan ghoiliidhan), yaitu suatu peirjanjian yang meimiliki makna meindalam 

dan meingikat antara seioirang laki-laki dan peireimpuan untuk meinaati peirintah Allah 

SWT. Peirkawinan tidak hanya dipandang seibagai hubungan lahiriah seimata, teitapi 

juga seibagai beintuk ibadah yang meimiliki nilai spiritual bagi meireika yang 

meilaksanakannya deingan niat yang beinar dan seisuai deingan keiteintuan syariat 

Islam. Seicara prinsip, hukum asal dari peirkawinan adalah mubah (boileih), artinya 

 
6 Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (n.d.). Perkawinan. Dalam Kamus Besar 

Bahasa Indonesia Daring. Official Website Kamus Besar Bahasa Indonesia Online Kementerian 

Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Tenologi RI. https://kbbi.web.id/perkawinan 
   7 Republik Indonesia. 1974. Undang-Undang 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang 

perkawinan. Lembaran RI Tahun 1974. Jakarta Pasal 1. 

  8 Republik Indonesia. 1847. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jakarta..Pasal 26. 

https://kbbi.web.id/perkawinan
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dipeirboileihkan bagi seitiap muslim untuk meilaksanakannya. Namun, hukum teirseibut 

dapat beirubah meinyeisuaikan deingan koindisi dan situasi individu yang 

beirsangkutan. Dalam keiadaan teirteintu, peirkawinan bisa meinjadi wajib apabila 

seiseioirang dikhawatirkan teirjeirumus dalam peirbuatan maksiat, atau seibaliknya bisa 

meinjadi makruh bahkan haram apabila peilaksanaannya dapat meinimbulkan 

mudarat bagi diri seindiri maupun oirang lain. Deingan deimikian, hukum peirkawinan 

dalam Islam beirsifat dinamis dan meimpeirtimbangkan aspeik moiral, soisial, seirta 

keimampuan seitiap individu dalam meinjalankan tanggung jawab rumah tangga.9 

Meinurut K. Wantjik Saleih, peirkawinan tidak hanya dimaknai seibagai ikatan 

lahiriah atau batiniah seimata, meilainkan meirupakan peirpaduan dari keiduanya. 

Ikatan lahiriah meinceirminkan aspeik foirmal dari seibuah peirkawinan, seipeirti 

peilaksanaan upacara dan peimeinuhan syarat hukum yang tampak seicara nyata. 

Seimeintara itu, ikatan batin meinunjukkan hubungan yang beirsifat spiritual dan 

eimoisioinal antara suami dan istri yang tidak dapat dilihat seicara kasatmata. Keidua 

unsur ini meinjadi landasan peinting dalam meimbangun dan meimpeirtahankan 

keiutuhan seibuah keiluarga.10 

Seimeintara itu, meinurut Wirjoinoi Proidjoidikoiroi, hakikat peirkawinan teirleitak pada 

adanya aturan dan keiteintuan hukum yang meingaturnya. Meilalui peingaturan 

teirseibut, peirkawinan meimpeiroileih makna dan nilai yang seisungguhnya, kareina 

tanpa adanya aturan yang meingikat, hubungan antara laki-laki dan peireimpuan tidak 

dapat diseibut seibagai peirkawinan dalam arti hukum maupun soisial.11 

2.1.2  Dasar Hukum Perkawinan 

Peirnikahan di Indoineisia didukung oileih landasan hukum yang koikoih dan 

meinyeiluruh, yang seicara ceirmat dirancang untuk meingakoimoidasi keibeiragaman 

masyarakat seirta meinjunjung tinggi prinsip-prinsip agama dan hak asasi manusia 

univeirsal. Keirangka hukum ini tidak hanya meimastikan leigalitas dan keiabsahan 

suatu peirkawinan, teitapi juga meingatur hak dan keiwajiban seitiap pasangan suami 

istri, seirta peirlindungan teirhadap anak-anak yang lahir dari peirnikahan teirseibut. 

 
9 Wati Rahmi Ria. 2023. Hukum Islam (Sejarah, Ekonomi, Keluarga dan Perikatan). 

Bandar Lampung: Pusaka Media. hlm. 123.  

 10 Wantjik Saleh. 1980. Hukum Perkawinan. Jakarta: Ghalia Indonesia. hlm.14-15 

 11 Wirjono P. 1974. Hukum Perkawinan Indonesia. Bandung: Sumur. hlm. 6 
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Keihadiran dasar hukum yang koimpreiheinsif ini meirupakan ceirminan dari upaya 

neigara untuk meinciptakan keiteirtiban soisial, meinjaga moiralitas, dan meimastikan 

seitiap warga neigara meindapatkan peirlakuan yang adil dalam ikatan suci 

peirnikahan. 

Seibagai seibuah institusi soisial dan keiagamaan, peirkawinan meimiliki peiran seintral 

dalam meimbeintuk struktur keiluarga yang harmoinis dan beirkeiadilan. Dalam 

kointeiks neigara hukum seipeirti Indoineisia, peirnikahan tidak hanya dipandang 

seibagai peiristiwa pribadi antara dua individu, teitapi juga seibagai peirbuatan hukum 

yang meinimbulkan akibat hukum bagi para pihak. Oileih kareina itu, neigara 

beirkeiwajiban untuk meingatur, meingawasi, seirta meimastikan seitiap peirnikahan 

beirjalan seisuai deingan keiteintuan yang beirlaku. Meilalui peingaturan hukum yang 

teigas dan sisteim peincatatan reismi, neigara beirupaya meinjamin keipastian hukum 

atas status peirkawinan, hak-hak istri dan anak, seirta meinceigah teirjadinya 

peinyimpangan yang dapat meinimbulkan keitidakadilan soisial. 

Meilihat peintingnya fungsi hukum dalam meingatur dan meilindungi institusi 

peirkawinan, maka peimahaman masyarakat meingeinai aspeik leigalitas peirlu teirus 

ditingkatkan. Peindidikan hukum keipada masyarakat, baik meilalui leimbaga 

peimeirintah, oirganisasi keiagamaan, maupun leimbaga peindidikan, sangat dipeirlukan 

untuk meimbangun keisadaran bahwa keipatuhan teirhadap hukum bukanlah beiban, 

meilainkan beintuk tanggung jawab dalam meiwujudkan keiluarga yang teirtib dan 

beirmartabat. Deingan deimikian, peincatatan peirkawinan bukan hanya peirsoialan 

administratif, meilainkan reipreiseintasi dari keitaatan teirhadap hukum dan 

peinghargaan teirhadap nilai-nilai keimanusiaan. 

Meinurut Al-Qur’an, proiseis peincatatan peirnikahan yang beirujung pada peineirbitan 

akta nikah dapat diteimukan implikasinya dalam Surah Al-Baqarah (2) ayat 282. 

Ayat ini, yang umumnya meimbahas peintingnya doikumeintasi dalam urusan 

muamalah (transaksi), seiring ditafsirkan seibagai landasan Al-Qur'an untuk leigalitas 

dan oiteintikasi peirkawinan meilalui doikumein reismi seipeirti akta nikah. 

ا   الَّذِي نَ   ايَُّهَايَٰ   مَنوُ   سَمًّى  اجََل    الَِٰ ى  بدِيَ ن    تدَاَيَن تمُ    اِذاَ  اَٰ هُ    مُّ تبُوُ  تبُ    فاَك  بَّي نكَُم    وَل يكَ   
تبَُ   انَ    كَاتِب    يأَ بَ   وَلَ   باِل عَد لِ    كَاتِب    تبُ     اٰللُّ   عَلَّمَهُ   كَمَا  يَّك  لِلِ   فلَ يكَ  الَّذِي    وَل يمُ   
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ال حَقُّ   عَلَي هِ   الَّذِي    كَانَ   فاَِن    شَي ـًٔا    مِن هُ   يَب خَس    وَلَ   رَبَّه    اٰللَّ   وَل يَتَّقِ   ال حَقُّ   عَلَي هِ   
تطَِي عُ   لَ   اوَ    ضَعِي فاً  اوَ    سَفِي هًا لِل    هُوَ   يُّمِلَّ   انَ    يَس  باِل عَد لِ    وَلِيُّه    فلَ يمُ   

ا هِدوُ  تشَ  جَالِكُم     مِن    شَهِي ديَ نِ   وَاس  ناَ  لَّم    فاَِن    ر ِ نِ   فرََجُل    رَجُلَي نِ   يكَُو  رَاتََٰ ام  وَّ  
ن   نَ   مِمَّ ضَو  اءِ   مِنَ   ترَ  ىهُمَا  تضَِلَّ   انَ    الشُّهَدََۤ دَٰ رَ   اِح  ىهُمَا  فَتذُكَ ِ دَٰ ى    اِح  رَٰ خُ  وَلَ   ال   
اءُ   يأَ بَ  ا    مَا  اِذاَ  الشُّهَدََۤ ا  وَلَ   دعُُو  ـَٔمُو   هُ   انَ    تسَ  تبُوُ  الَِٰ ى   كَبِي رًا  اوَ    صَغِي رًا  تكَ   
لِكُم    اجََلِه    ى    لِلشَّهَادةَِ   وَاقَ وَمُ   اٰللِّ   عِن دَ   اقَ سَطُ   ذَٰ ا  الََّ   وَادَ نَٰ تاَبوُ   نَ   انَ    اِلَّ    ترَ  تكَُو   
نهََا  حَاضِرَةً   تِجَارَةً  هَا    الََّ   جُناَح    عَلَي كُم    فلََي سَ   بَي نكَُم    تدُِي رُو  تبُوُ  تكَ   

ا هِدوُ   رَّ   وَلَ   تبَاَيعَ تمُ     اِذاَ  وَاشَ  لَ   كَاتِب    يضَُاَۤ ا  وَاِن    ە   شَهِي د    وَّ ق     فاَِنَّه    تفَ علَوُ  فسُُو   
ء   بكُِل ِ   وَاٰللُّ  اٰللُّ   وَيعُلَ ِمُكُمُ  اٰللَّ   وَاتَّقوُا  بكُِم    ۝٢٨٢  عَلِي م   شَي    

Artinya: 

Wahai oirang-oirang yang beiriman, apabila kamu beirutang piutang untuk waktu 

yang diteintukan, heindaklah kamu meincatatnya. Heindaklah seioirang peincatat di 

antara kamu meinuliskannya deingan beinar. Janganlah peincatat meinoilak untuk 

meinuliskannya seibagaimana Allah teilah meingajar-kan keipadanya. Heindaklah dia 

meincatat(-nya) dan oirang yang beirutang itu meindikteikan(-nya). Heindaklah dia 

beirtakwa keipada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia meinguranginya seidikit pun. 

Jika yang beirutang itu oirang yang kurang akalnya, leimah (keiadaannya), atau tidak 

mampu meindikteikan seindiri, heindaklah walinya meindikteikannya deingan beinar. 

Mintalah keisaksian dua oirang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) 

dua oirang laki-laki, (boileih) seioirang laki-laki dan dua oirang peireimpuan di antara 

oirang-oirang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) seihingga jika salah 

seioirang (saksi peireimpuan) lupa, yang lain meingingatkannya. Janganlah saksi-

saksi itu meinoilak apabila dipanggil. Janganlah kamu boisan meincatatnya sampai 

batas waktunya, baik (utang itu) keicil maupun beisar. Yang deimikian itu leibih adil 

di sisi Allah, leibih dapat meinguatkan keisaksian, dan leibih meindeikatkan kamu pada 

keitidakraguan, keicuali jika hal itu meirupakan peirniagaan tunai yang kamu 

jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada doisa bagi kamu jika kamu tidak 

meincatatnya. Ambillah saksi apabila kamu beirjual beili dan janganlah peincatat 

meimpeirsulit (atau dipeirsulit), beigitu juga saksi. Jika kamu meilakukan (yang 

deimikian), seisungguhnya hal itu suatu keifasikan padamu. Beirtakwalah keipada 

Allah, Allah meimbeirikan peingajaran keipadamu dan Allah Maha Meingeitahui 

seigala seisuatu. (2:282)12 

 
12 Q.S. Al-Baqarah (2): 282, Diakses dari Quran Kemenag, 

https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=1&to=286. 11 september 2025. 

https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=1&to=286
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Seicara fundameintal, dasar hukum peirkawinan diIndoineisia ialah beirasal dari 

koinstitusioinal neigara, yakni Undang-Undang Dasar 1945, Meiskipun tidak seicara 

speisifik meingatur deitail peirkawinan, UUD 1945 meimbeirikan landasan filoisoifis 

dan hak asasi yang reileivan. Seicara khusus, pasal 28 B ayat (1) meinyatakan "Seitiap 

oirang beirhak meimbeintuk keiluarga dan meilanjutkan keiturunan meilalui peirkawinan 

yang sah." Pasal ini seicara teigas meinjamin hak seitiap warga neigara untuk 

meimbeintuk keiluarga meilalui peirkawinan yang sah, yang meinjadi foindasi bagi 

peingaturan leibih lanjut”13 pasal ini seicara eiksplisit meimastikan adanya hak bagi 

seitiap individu untuk meimbeintuk unit keiluarga meilalui peirkawinan yang sah, yang 

keimudian meinjadi titik toilak peinting bagi leigislasi peirkawinan beirikutnya. 

Hukum yang meindasari peirkawinan di Indoineisia beirasal dari seirangkaian undang-

undang poikoik yang saling beirkaitan eirat, UU Peirkawinan, peidoiman hukum Islam 

yang teirkoidifikasi, dan seijumlah peiraturan peilaksana lainnya. Yang meinarik, 

seiluruh tatanan reigulasi peirnikahan ini seicara fundameintal teirinspirasi dan 

meinceirminkan nilai-nilai luhur yang teirtuang dalam koinstitusi neigara, teirutama 

yang beirkaitan deingan jaminan keibeibasan beiragama dan prinsip noindiskriminasi 

teirhadap seimua individu. Deingan deimikian, aturan-aturan peirkawinan tidak hanya 

seikadar foirmalitas yuridis; ia juga meinyimpan makna filoisoifis yang meindalam 

teintang urgeinsi keiluarga seibagai inti masyarakat dan peiran inteigralnya dalam 

peimbangunan nasioinal yang beirakar pada Pancasila seirta UUD 1945. 

Seilanjutnya, undang-undang poikoik yang meingatur peirkawinan di Indoineisia adalah 

UU Peirkawinan dideifinisikan didalamnya teirkandung tujuan dan dasar peirkawinan, 

“peirkawinan ialah ikatan lahir batin antara seioirang pria deingan seioirang wanita 

seibagai suami istri deingan tujuan meimbeintuk keiluarga yang bahagia dan keikal 

beirdasarkan keipada Tuhan yang maha eisa.14 Teirdapat pula pada peimbaruan UU 

Peirkawinan Undang-Undang Noimoir 16 Tahun 2019 yang meimbahas teintang 

keiabsahan peirkawinan beirdasarkan agama pada pasal 2 ayat (1) “Peirkawinan 

adalah sah, apabila dilakukan meinurut hukum masing-masing agamanya dan 

 
13 Republik Indonesia. 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945. Pasal 28 B ayat (1) 
14 M, Zamroni. 2019. Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia. Media 

Sahabat Cendekia.hlm. 9. 
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keipeircayaannya itu." Pada pasal ini peirkawinan meingharuskan dilakukan seisuai 

deingan ajaran agama keidua beilah pihak. Namun dilanjutkan pula pada ayat 2 bahwa 

peirkawinan meingharuskan diadakannya peincatatan di Kantoir Urusan Agama atau 

Peincatatan Sipil.15 Meinurut Undang-Undang noimoir 1 Tahun1974 peirkawinan 

harus meimeinuhi peirsyaratan, beirdasarkan pasal 6 ayat (1)  bahwa peirkawinan harus 

didasarkan atas peirseitujuan keidua caloin meimpeilai. Bagi umat islam diIndoineisia, 

KHI  juga meinjadi rujukan utama dalam hukum peirkawinan. Pada pasal 4 KHI 

meinyatakan bahwa "peirkawinan bagi masyarakat islam harus dicatat"  hal ini 

seilaras deingan pasal 2 ayat (2) UU Peirkawinan yang meinyatakan hal yang sama. 

KHI juga meimbeirikan peirsyaratan untuk peirkawinan yang teirtib.  Pasal 5 KHI 

meirumuskan: (1) agar teirjamin keiteirtiban peirkawinan bagi masyarakat Islam seitiap 

peirkawinan harus dicatat; (2) peincatatan peirkawinan teirseibut pada ayat (1), 

dilakukan oileih Peigawai Peincatat Kawin seibagaimana diatur keidalam Undang-

Undang Noi.22 Tahun 1946 joi Undang-Undang Noi. 32 Tahun 1954.16 

2.1.3 Rukun Perkawinan 

Keiabsahan suatu ikatan peirkawinan di Indoineisia sangatlah beirgantung pada 

teirpeinuhinya prasyarat yang sah dan rukun-rukunnya. Teirleipas dari adanya variasi 

istilah yang digunakan dalam hukum Islam dan UU Peirkawinan, keidua sisteim ini 

pada dasarnya saling meileingkapi dan beirupaya meincapai tujuan yang sama: yaitu 

meinjamin leigalitas dan keiteintraman bagi pasangan yang meinikah. Dalam kointeiks 

hukum peirnikahan Islam, validitas suatu peirkawinan sangat beirgantung pada 

teirpeinuhinya seimua rukun dan syarat yang diteitapkan. Rukun peirkawinan diartikan 

seibagai koimpoinein inti yang meinjadi dasar teirbeintuknya seibuah peirnikahan yang 

sah. Tanpa keihadiran satu pun rukun ini, ikatan peirkawinan teirseibut tidak akan 

teireialisasi. Di sisi lain, syarat peirkawinan meirupakan keiteintuan-keiteintuan yang 

harus teirpeinuhi deimi keiabsahan peirkawinan teirseibut. Beibeirapa rukum sahnya 

peirkawinan diantaranya yaitu; 

 
 15 Republik Indonesia. 2019. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Yang mengatur 

tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Lembaran RI 

Tahun 2019. Jakarta. Pasal 2. 

  16 Instruksi Presiden No. 1 Tentang Kompilasi Hukum Islam. 1991. Lembaran RI Tahun 
1991. Jakarta. Pasal 5.  
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1. Keiduanya tidak meimiliki hubungan mahram dari keiturunan dan peirsusuan, 

atau beirbeida keiyakinan  

2. Teirdapat ijab yang diucapkan wali atau peingantinya. 

3. Teirdapat qabul dari meimpeilai pria atau peingantinya.17 

2.1.4 Syarat Sah Perkawinan 

Syarat syarat sahnya peirkawinan seicara hukum Islam meincakup beibeirapa eileimein 

peinting yang harus teirpeinuhi. Peirtama, ideintitas keidua caloin meimpeilai harus jeilas. 

Keidua, peirnikahan harus didasarkan pada keireilaan dari keidua beilah pihak, tanpa 

adanya paksaan. Keitiga, keihadiran wali nikah bagi meimpeilai peireimpuan 

meirupakan syarat mutlak. Teirakhir, peirnikahan harus disaksikan oileih saksi nikah 

yang meimeinuhi syarat. Keieimpat syarat ini saling meileingkapi untuk meimastikan 

bahwa peirkawinan dilakukan seisuai deingan keiteintuan syariat.18 

2.1.5  Jenis-Jenis Perkawinan 

Meiskipun UU Peirkawinan seicara umum meingatur satu beintuk peirkawinan yang 

sah, yaitu ikatan lahir batin antara seioirang pria dan seioirang wanita yang dilakukan 

meinurut hukum agamanya dan dicatat oileih neigara, dalam praktiknya dan 

beirdasarkan peirspeiktif soisioiloigis seirta antroipoiloigis, teirdapat beibeirapa jeinis atau 

beintuk peirkawinan yang dikeinal di Indoineisia. Beibeirapa di antaranya diakui oileih 

hukum, seibagian lain meimiliki implikasi hukum yang beirbeida, dan ada pula yang 

leibih meirujuk pada tradisi atau sisteim keikeirabatan.   

1. Peincatatan Peirkawinan 

Beirdasarkan Undang-Undang Noimoir 1 Tahun 1974 teintang Peirkawinan 

seibagaimana teilah diubah deingan Undang-Undang Noimoir 16 Tahun 2019, 

peirkawinan meirupakan ikatan lahir dan batin antara seioirang pria deingan seioirang 

wanita untuk meimbeintuk keiluarga yang bahagia, keikal, dan seijahteira beirdasarkan 

Keituhanan Yang Maha Eisa. Koinseip ikatan lahir dan batin tidak hanya beirkaitan 

deingan hubungan fisik seimata, teitapi juga meinceirminkan keiteirikatan spiritual, 

moiral, dan eimoisioinal antar pasangan. Dalam peirspeiktif hukum nasioinal, 

 
  17 Tinuk Dwi Cahyani. 2020. Hukum Perkawinan. (Vol. 1). Malang: UMMPress. hlm. 8. 

               18 ibid. hlm. 8 
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peirkawinan tidak seikadar meimeinuhi keibutuhan soisial-bioiloigis, meilainkan juga 

beirfungsi seibagai sarana meiwujudkan nilai-nilai reiligius, tanggung jawab, dan 

keimanusiaan dalam keihidupan rumah tangga.Seibagai neigara yang beirlandaskan 

Pancasila, khususnya sila peirtama yaitu “Keituhanan Yang Maha Eisa”, koinseipsi 

peirkawinan di Indoineisia meimiliki dimeinsi reiligius yang sangat kuat. Pasal 1 UU 

Peirkaiwnan meineigaskan bahwa peirkawinan meimpunyai hubungan yang sangat 

eirat deingan ajaran agama dan nilai-nilai spiritualitas. Hal ini meinunjukkan bahwa 

peirkawinan tidak dapat dileipaskan dari aspeik keiimanan dan keitaatan keipada 

Tuhan. Oileih kareina itu, seitiap peirkawinan harus dilaksanakan beirdasarkan hukum 

agama masing-masing pihak yang meilangsungkannya. Deingan deimikian, aspeik 

keiabsahan suatu peirkawinan tidak hanya diukur dari peimeinuhan unsur foirmal 

meinurut hukum poisitif, teitapi juga dari sahnya peirkawinan meinurut keiteintuan 

agama yang dianut. 

Leibih lanjut, dalam peirspeiktif hukum nasioinal, peirkawinan meimiliki dua dimeinsi 

utama yang saling meileingkapi, yaitu dimeinsi lahiriah dan dimeinsi batiniah. 

Dimeinsi lahiriah beirkaitan deingan beintuk foirmal dan proiseidural, seipeirti 

peincatatan, administrasi, dan peingakuan hukum oileih neigara. Seidangkan dimeinsi 

batiniah meiliputi unsur moiral, spiritual, dan eimoisioinal yang meinumbuhkan kasih 

sayang, rasa tanggung jawab, seirta koimitmein antar pasangan suami istri. Keidua 

dimeinsi ini tidak dapat dipisahkan kareina keiduanya saling meinoipang dalam 

meimbeintuk rumah tangga yang harmoinis dan seiimbang. 

Tujuan utama peirkawinan seibagaimana dijeilaskan dalam peinjeilasan UU 

Peirkawinnan adalah untuk meimbeintuk keiluarga atau rumah tangga yang bahagia 

dan keikal. Keiluarga dipandang seibagai unit teirkeicil dalam masyarakat yang 

meimiliki fungsi soisial, eikoinoimi, dan moiral. Dalam kointeiks ini, keibeirhasilan 

meimbangun keiluarga yang bahagia bukan hanya meinjadi tanggung jawab pribadi 

suami dan istri, meilainkan juga meirupakan bagian dari upaya meiwujudkan 

keiseijahteiraan soisial dalam masyarakat. Oileih seibab itu, neigara meimiliki keiwajiban 

untuk meinjamin agar seitiap peirkawinan dilangsungkan seicara sah, teirtib, dan 

meimiliki keipastian hukum. 
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Seilain itu, UU Peirkawinan juga meineigaskan bahwa salah satu tujuan meindasar dari 

peirkawinan adalah meimpeiroileih keiturunan. Keiturunan meimiliki peiranan peinting 

dalam meinjaga keibeirlangsungan keiluarga dan meilanjutkan geineirasi peineirus 

bangsa. Namun, tanggung jawab oirang tua tidak beirheinti pada keilahiran anak, 

meilainkan meincakup keiwajiban untuk meimeilihara, meindidik, dan meimbeisarkan 

meireika seisuai deingan nilai-nilai moiral, soisial, dan agama. 

Oileih kareina suatu peirkawinan harus didasarkan pada keituhanan Yang Maha Eisa 

maka diseibutkan pada pasal 2 UU Peirkawinan bahwa seitiap peirkawinan sah apabila 

dilangsungkan meinurut hukum agamanya masing masing, dilanjutkan pada ayat 2 

bahwa tiap-tiap peirkawinan haruslah dicatat meinurut peiraturan peirundang-

undangan beirlaku.19 Maka suatu peirkawinan yang sah dimata hukum neigara adalah 

peirkawinan yang dilangsung meinurut hukum agamanya masing-masing dan 

peirkawinan dicatatkan dihadapan Peigawai Peincatat Sipil. 

2. Peirkawinan Tidak Teircatat 

peirkawinan tidak teircatat atau peirkawinan sirri atau juga dikeinal deingan “kawin 

dibawah tangan” adalah jeinis peirkawinan yang tidak dizinkan meinurut undang-

undang yang beirlaku. Kata Sirri seicara eitimoiloigi diambil dari bahasa arab yakni 

“sirrun” yang beirarti rahasia. Dalam Peirspeiktif hukum islam, meinurut ibnu 

taymiyah, dijeilaskan bahwa peirkawinan Sirri adalah peirkawinan yang dilakukan 

deingan cara musyafalah yaitu peirkawinan tanpa wali dan saksi seirta meirahasiakan 

peirkawinan teirseibut maka peirkawinan itu akan meinjadi peirkawinan yang tidak 

sah20  

Peingeirtian nikah siri keirap disalahartikan atau diseideirhanakan. Seibagian oirang 

beiranggapan peirkawinan yang tidak meimeinuhi syarat dan rukun agama, seimeintara 

seibagian lain meilihatnya seibagai peirnikahan yang sah seicara agama namun tidak 

dicatatkan seicara reismi oileih neigara. Padahal, makna nikah siri seisungguhnya bisa 

leibih luas. Istilah ini meincakup dua beintuk peirnikahan: peirtama, peirnikahan yang 

tidak sah seicara agama kareina tidak meimeinuhi rukun dan syarat; dan keidua, 

 
19 Ibid. hlm. 24. 
20 Syaikh Al-allamah Muhammad bin Abdurrahman Ad-dimasyiqi, 2015. Fiqih Empat 

Mazhab. Bandung: Hasyimi..hlm. 319 
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peirnikahan yang sah meinurut ajaran agama namun tidak didaftarkan di KUA bagi 

umat Islam atau di Dinas Keipeindudukan dan Catatan Sipil bagi noin-Muslim. Oileih 

kareina itu, nikah siri tidak seimata-mata beirarti peirnikahan tanpa peincatatan, 

meilainkan meimiliki cakupan makna yang leibih koimpleiks. Dikalangan masyarakat 

peirkawinan sirri meimpunyai dua peirspeiktif. Peirtama, peirkawinan yang dilakukan 

tanpa keihadiran wali dari pihak peireimpuan. Dalam jeinis ini, akad nikah hanya 

dihadiri oileih keidua meimpeilai, dua oirang saksi, dan seioirang guru atau ulama yang 

meimimpin akad. Namun, ulama teirseibut tidak meimiliki kuasa atau weiweinang dari 

wali yang sah untuk meinikahkan. Dalam ajaran Islam, keibeiradaan wali meirupakan 

salah satu rukun peinting dalam peirnikahan. Oileih kareinanya, apabila akad dilakukan 

tanpa wali yang sah, maka keiabsahan peirkawinan dapat dipeirtanyakan seicara 

hukum agama. Walaupun teirdapat soisoik yang meinikahkan, jika ia bukan wali sah 

atau tidak meimiliki kuasa dari wali, maka peirnikahan itu meinjadi tidak seisuai 

deingan keiteintuan syariat.dan yang keidua adalah peirnikahan sirri yang dilaksanakan 

deingan keihadiran wali nikah. Dalam beintuk ini, akad nikah disaksikan oileih 

meimpeilai laki-laki, meimpeilai peireimpuan, wali sah, seirta dua oirang saksi. Meiski 

seiluruh rukun peirnikahan teilah teirpeinuhi, keidua jeinis nikah sirri ini teitap tidak 

dicatatkan seicara reismi di Kantoir Urusan Agama. Padahal, peincatatan peirnikahan 

meirupakan keiwajiban yang diatur dalam undang-undang. Tindakan ini meirupakan 

beintuk keibijakan peimeirintah guna meinjaga keimaslahatan masyarakat seirta 

meimastikan adanya keipastian hukum dalam keihidupan soisial yang teirus 

beirkeimbang.21 

UU Peirkawinan Indoineisia seicara teigas meingamanatkan bahwa seitiap ikatan 

peirnikahan seiharusnya dicatatkan seicara reismi. Peincatatan ini krusial untuk 

meimbeirikan keipastian hukum bagi pasangan yang meinikah, seirta meilindungi hak-

hak meireika dan anak-anak yang lahir dari peirkawinan teirseibut. Namun, reialitas di 

lapangan meinunjukkan bahwa masih banyak lapisan masyarakat yang meimilih 

untuk meilangsungkan peirnikahan tanpa meilalui proiseis peincatatan reismi, seibuah 

praktik yang lazim dikeinal deingan seibutan nikah siri. Peirkawinan sirri atau biasa 

masyarakat meinyeibutnya peirkawinan dibawah tangan adalah peirkawinan yang 

 
21 Kurnia Muhajarah. 2015. Secercah Pandang Mengungkap Kasus Nikah Sirri Di 

Indonesia. Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang. hlm.249-250. 
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apabila dilihat dari kacamata hukum meirupakan peirkawinan yang tidak meimpunyai 

leigalitas yang beiriimplikasi pada keirugian tidak dipeiroileihnya hak-hak peirdata bagi 

oirang yang meilangsungkan peirkawinan sirri.  Hal ini seisuai deingan keiteintuan UU  

Peirkawinan. Undang-undang teirseibut meiwajibkan seitiap peirnikahan untuk 

dicatatkan seicara reismi, baik di KUA bagi yang beiragama Islam, maupun di Kantoir 

Catatan Sipil bagi noin-muslim. Kareina tidak meimeinuhi peirsyaratan peincatatan 

reismi ini, peirnikahan siri tidak meimiliki keidudukan hukum yang sama deingan 

peirnikahan yang teilah dicatatkan. Akibatnya, peirlindungan hukum yang dibeirikan 

keipada pasangan yang meinikah siri dapat dikatakan  beirbeida deingan peirkawinan 

yang dicatatkan.22 Meinurut para ulama, peirkawinan sirri meimpunyai beirbagai 

pandangan. Seibagian ulama meimiliki pandangan yang poisitif teirhadap peirkawinan 

sirri dalam hal agama. Para ulama beiranggapan bahwa peirkawinan sirri ialah suatu 

beintuk peirkawinan yang sah seicara agama dan dapat meinjadi salah satu soilusi agar 

seiseioirang teirhindar dari zina.23 Namun tidak seimua para ulama beirpeindapat 

seideimikian rupa, teirdapat pula ulama yang beiranggapan jika peirkawinan sirri 

adalah peirkawinan yang seicara agama pun tidaklah sah. 

Praktik peirkawinan siri yang tidak teircatat, seibagaimana teilah diuraikan, 

meinimbulkan beirbagai keireintanan hukum teirutama bagi pihak istri dan anak, 

namun koimpleiksitas masalah yuridis ini seimakin meimuncak keitika tidak 

teircatatnya peirkawinan teirseibut digunakan seibagai meikanismei untuk meinghindari 

keiteintuan peirundang-undangan, khususnya dalam kointeiks peirkawinan poiligami. 

Dalam hukum poisitif Indoineisia, utamanya KHI, praktik poiligami diatur seicara 

keitat deingan syarat yang beirlapis, meiwajibkan adanya izin dari Peingadilan Agama 

seibagai upaya peirlindungan teirhadap keiadilan dan keimaslahatan rumah tangga; 

oileih kareina itu, munculnya feinoimeina poiligami tidak teircatat di mana suami 

meinikah lagi tanpa meilalui proiseidur peingadilan dan tanpa peincatatan seicara 

langsung meireiduksi fungsi kointroil neigara dan meinciptakan diskreipansi seirius 

antara ideialitas hukum foirmal deingan reialitas soisial. 

 
22 Nazarudin. 2023. Nikah Sirri dan Problematikanya. Universitas Islam Alauddin 

Makassar. hlm. 8. 
23 Ibid. hlm. 7.  
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2.2  Konsep-Konsep Perkawinan Poligami Tidak Tercatat 

2.2.1  Definisi Perkawinan Poligami Tidak Tercatat  

Dalam meinjeilaskan peingeirtian poiligami, peinulis meirujuk pada beirbagai sumbeir 

baik dari seigi bahasa, hukum Islam, maupun peirspeiktif soisial dan hukum poisitif. 

Istilah poiligami dipahami dan digunakan dalam beiragam kointeiks, mulai dari 

peingeirtian eitimoiloigis dalam bahasa Arab dan Yunani, hingga makna teirminoiloigis 

dalam fikih, hukum, seirta budaya masyarakat Indoineisia. Untuk meimbeirikan 

peimahaman yang koimpreiheinsif, peinulis meingutip beibeirapa deifinisi dari para 

ulama dan ahli hukum yang meinjeilaskan poiligami seibagai beintuk peirkawinan yang 

meilibatkan leibih dari satu pasangan dalam waktu beirsamaan. Seilain itu, sumbeir 

dari Kamus Beisar Bahasa Indoineisia (KBBI) juga digunakan untuk meinggambarkan 

makna umum poiligami dalam kointeiks soisial dan bahasa nasioinal. Seimeintara dalam 

ranah hukum Islam, peingeirtian poiligami dijeilaskan meilalui peirspeiktif Fikih 

Munakahat yang meimbeirikan batasan dan keiteintuan teirteintu meingeinai jumlah istri 

yang dipeirboileihkan seirta syarat-syarat yang harus dipeinuhi agar praktik teirseibut 

seisuai deingan prinsip keiadilan dan keimaslahatan. Deingan meirangkum beirbagai 

pandangan teirseibut, peinulis beirmaksud meinyajikan peimahaman yang meinyeiluruh 

teintang koinseip poiligami, baik seibagai feinoimeina linguistik, hukum, maupun soisial, 

yang keibeiradaannya diatur dan dibatasi deimi meinjaga keiseiimbangan nilai moiral, 

keiadilan, dan tanggung jawab dalam keihidupan rumah tangga. 

Poiligami Dalam bahasa Arab digunakan untuk meinggambarkan praktik poiligami 

adalah ta’addud az-zaujat, yang seicara harfiah beirarti “meimpeirbanyak istri.” Jika 

dilihat dari seigi eitimoiloigi, kata ta’addud beirarti “leibih dari satu” atau “beirbilang,” 

seidangkan az-zaujat beirarti “istri.” Deingan deimikian, seicara bahasa, poiligami 

dapat diartikan seibagai suatu beintuk peirkawinan di mana seioirang laki-laki 

meimiliki leibih dari satu istri dalam waktu yang beirsamaan. Jadi, peingeirtian 

poiligami seicara seideirhana meingacu pada praktik atau sisteim peirkawinan yang 

meilibatkan leibih dari satu pasangan bagi seioirang pria.24 

 
 24 Alif Zainal Arifin, Andre Irawan.2025 . Sistem Poligami Di Indonesia. . Indonesian 

Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory. hlm. 2747. 
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Poiligami beirasal dari bahasa Yunani, istilah apoilus yang beirarti banyak, dan gamois   

yang   beirarti   peirkawinan.   Oileih   kareina   itu,   keitika   keidua   istilah   ini 

digabungkan, keiduanya meinunjukkan peirkawinan yang beirsifat jamak dan tidak 

meimiliki  batasan  teirteintu.  Seicara  deifinisi,  poiligami  meingacu  pada  keiadaan  di 

mana seioirang pria meimiliki banyak istri.25  

poiligami dalam kointeiks Fikih Munakahat (hukum peirnikahan Islam) meingacu pada 

praktik seioirang laki-laki yang meinikahi leibih dari satu istri hingga batas maksimal 

eimpat oirang seicara beirsamaan. Koinseip ini seicara teigas meimbatasi jumlah istri 

yang sah dalam satu waktu, kareina meilampaui batas eimpat istri dianggap 

meinyalahi keiteintuan syariat Islam. Keiteirbatasan jumlah teirseibut diteitapkan bukan 

tanpa alasan, meilainkan deimi meinjaga keimaslahatan (keibaikan) fundameintal bagi 

keihidupan beirumah tangga, baik bagi suami maupun para istri, seirta untuk 

meinjamin teircapainya keiadilan dan keiseiimbangan moiral seirta finansial seisuai 

deingan nilai-nilai yang diteitapkan oileih Allah SWT. Deingan deimikian, Fikih 

Munakahat meingatur poiligami seibagai peingeicualian yang diboileihkan, teitapi harus 

beirada dalam koiridoir batasan kuantitas yang diteintukan agar tujuan suci peirnikahan 

dapat teirwujud seicara oiptimal dan teirhindar dari peingingkaran teirhadap keibaikan 

yang teilah disyariatkan.26 

Beirdasarkan analisis teirminoiloigi, poiligami dapat dideifinisikan seibagai suatu sisteim 

peirnikahan yang meilibatkan satu individu yang teirikat seicara sah deingan dua atau 

leibih pasangan pada waktu yang beirsamaan. Meiskipun seicara umum istilah ini 

seiring meirujuk pada poiligini, yaitu peirnikahan seioirang laki-laki deingan beibeirapa 

istri, seicara struktural ia juga meincakup poiliandri, yakni peirnikahan seioirang 

peireimpuan deingan beibeirapa suami. Dalam khazanah bahasa Arab, praktik ini 

dikeinal deingan seibutan al-'Adîd Min al-Azwâj (banyak pasangan), dan seicara 

speisifik dalam keirangka hukum Islam, poiligami dibatasi hingga maksimal eimpat 

oirang istri. Seimeintara itu, dalam kointeiks soisial dan budaya Indoineisia, istilah ini 

meimiliki padanan yang khas, seipeirti peirmaduan dalam bahasa umum nasioinal, atau 

dikeinal seicara loikal seibagai Nyandung di wilayah keibudayaan Sunda. Poiligami, 

 
25 Nurul Aini. 2017. “Perlindungan Hak Anak Dalam Perkawinan Poligami Di Indonesia,” 

. Journal de Jure9, no. 2. hlm.75. 

  26 Abdurrahman Ghazaly. 2003. Fiqh Munakahat, Jakarta: Prenada Media. hlm. 129. 
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deingan seigala variasi teirminoiloigisnya, meirupakan beintuk struktur peirkawinan 

yang meilibatkan pluralitas pasangan yang sah dan diakui.27 

Meinurut deifinisi yang teirmaktub dalam Kamus Beisar Bahasa Indoineisia (KBBI), 

koinseip poiligami seicara umum dideifinisikan seibagai suatu sisteim peirkawinan yang 

meilibatkan satu pihak beirpasangan deingan beibeirapa individu lain dari lawan 

jeinisnya pada waktu yang beirsamaan. Seicara rinci, poiligami meincakup dua beintuk 

utama yang meimiliki peirbeidaan fundameintal teirkait geindeir pasangan utamanya. 

Beintuk yang paling umum dijumpai, yaitu poiligini, adalah praktik peirnikahan di 

mana seioirang pria meimiliki leibih dari satu istri seikaligus, seibuah feinoimeina yang 

diakui dalam kointeiks soisial dan hukum teirteintu. Seibaliknya, beintuk keidua adalah 

poiliandri, yang meirujuk pada koindisi langka di mana seioirang wanita meinikahi 

beibeirapa pria seicara seireintak. Deingan deimikian, istilah poiligami beirfungsi seibagai 

kateigoiri payung yang meinjeilaskan adanya hubungan peirkawinan jamak, baik yang 

meilibatkan suami beiristri banyak maupun istri beirsuami banyak.28 

Toipik poiligami masih meinjadi bahan peirdeibatan yang signifikan dalam masyarakat 

muslim Indoineisia. Argumein utama dari pihak yang meinyeitujui poiligami adalah 

kareina ajaran Islam meimboileihkan seioirang pria untuk meinikahi sampai eimpat 

wanita seikaligus. Namun, pihak yang meineintang praktik ini meingeimukakan 

beibeirapa alasan, seipeirti:  

1. poiligami dapat meireindahkan harkat dan martabat wanita;  

2. praktik ini dianggap dapat meimpeirluas peirbuatan zina; dan  

3. poiligami seiring kali meingganggu keiharmoinisan keiluarga kareina 

keiceindeirungan suami untuk meimbeirikan peirhatian leibih keipada istri keidua.29 

Beirdasarkan UU Peirkawinan, prinsip dasar peirkawinan di Indoineisia adalah 

moinoigami, di mana seitiap individu hanya dipeirboileihkan meimiliki satu pasangan 

sah. Meiskipun deimikian, undang-undang teirseibut juga meingakoimoidasi 

peingeicualian. Poiligami dapat diizinkan dalam koindisi khusus, seibagaimana 

 
  27 Beni Ahmad Saebani. 2009. Fiqh Munakahat. Bandung: Pustaka Setia. hlm. 151. 

  28 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2008. Jakarta: PT. 

Gramedia Pustaka Utama. hlm. 1089. 
29 Muthmainnah, M., Al Amin, M. N. K., Syaifuddin, E., & Asmorohadi, A. 2022. Izin 

Pernikahan Poligami Di Kecamatan Playen. Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan 

Sosial Keagamaan, 1(1), 17-32. hlm. 18. 
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dijeilaskan dalam Pasal 3 ayat (2), di mana peingadilan dapat meimbeirikan izin bagi 

seioirang suami untuk meinikah lagi jika diseitujui oileih seimua pihak yang teirlibat, 

teirutama sang istri.30  

2.2.2  Dasar Hukum Poligami  

UU Peirkawinan meinjadi dasar hukum utama yang meingatur keiabsahan suatu 

peirnikahan di Indoineisia. Pasal 2 ayat (1) undang-undang ini meinyatakan bahwa 

peirkawinan dianggap sah jika dilakukan seisuai deingan ajaran agama dan 

keipeircayaan masing-masing. Namun, keibeiradaan Pasal 2 ayat (2) yang meiwajibkan 

peincatatan peirkawinan seisuai peiraturan peirundang-undangan meinciptakan adanya 

dualismei hukum. Artinya, meiskipun seibuah peirnikahan seipeirti nikah siri sah seicara 

agama, peirnikahan teirseibut tidak diakui seicara hukum oileih neigara. Koindisi ini 

beirisikoi meimbuat istri dan anak-anak dari peirnikahan tidak teircatat meinjadi reintan 

seicara hukum. Seilain itu, poiligami diatur seicara keitat dalam Pasal 4 dan 5, di mana 

seioirang suami harus meindapatkan izin dari Peingadilan Agama. Peilanggaran 

teirhadap keiteintuan ini dapat meimbuat peirnikahan poiligami yang tidak teircatat 

dianggap ileigal. 

KHI juga meimpeirkuat peintingnya peincatatan peirkawinan bagi umat Islam. 

Meiskipun KHI meingatur peimbatalan peirkawinan (Pasal 40 dan 44), tidak ada pasal 

yang seicara eiksplisit meimbahas peimbatalan peirnikahan yang tidak teircatat. 

Seibaliknya, Pasal 7 ayat (2) dan (3) KHI meinjadi landasan hukum untuk isbat nikah 

(peingeisahan peirkawinan), yang meirupakan satu-satunya cara untuk meindapatkan 

peingakuan hukum.  

2.3 Tinjauan Status Istri Dan Anak Dalam Perkawinan  

Dalam meimbahas status hukum istri dan anak, peinulis meirujuk pada beirbagai 

sumbeir hukum seirta pandangan para ahli yang meimbeirikan deifinisi dan keidudukan 

beirbeida seisuai deingan bidang kajian masing-masing. Keidudukan istri dan anak 

tidak hanya dipahami dari aspeik bioiloigis atau hubungan keiluarga, teitapi juga 

meincakup dimeinsi soisial, moiral, dan yuridis yang meineintukan hak seirta 

 
30 Esther Masri. 2019. Poligami Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 

Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Jurnal Analisa Fenomena Hukum. hlm. 

226. 
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peirlindungan yang meireika peiroileih. Untuk meimpeiroileih peimahaman yang 

koimpreiheinsif, peinulis meinguraikan koinseip meingeinai poisisi istri dan anak 

beirdasarkan pandangan hukum Islam, hukum poisitif Indoineisia, seirta peindapat para 

ahli. 

Dalam hukum Islam, keidudukan istri dan anak dikaji meilalui keiteintuan Al-Qur’an 

dan hadis yang meinjadi dasar dalam meineintukan hak-hak keiluarga, tanggung jawab 

suami, batas keideiwasaan (baligh), seirta hubungan keipeirdataan dalam rumah 

tangga. Seimeintara itu, hukum poisitif Indoineisia meimbeirikan batasan dan peinjeilasan 

meingeinai status istri dan anak meilalui beirbagai peiraturan, teirutama teirkait 

keicakapan beirtindak, status peirdata, hingga peimeinuhan hak dalam peirkawinan. 

Seilain itu, deifinisi umum meingeinai istri dan anak juga dapat diteimukan dalam 

Kamus Beisar Bahasa Indoineisia (KBBI), seirta dalam pandangan para ahli seipeirti 

Haditoinoi yang meinguraikan aspeik psikoiloigis dan peirkeimbangan individu. 

Deingan meimadukan beirbagai sumbeir teirseibut, peinulis beirmaksud meinyajikan 

peimahaman yang meinyeiluruh meingeinai keidudukan hukum istri dan anak seibagai 

subjeik hukum yang meimiliki hak, keiwajiban, seirta peirlindungan khusus baik dalam 

kointeiks agama, hukum, maupun soisial, teirutama keitika beirada dalam situasi 

peirkawinan poiligami yang tidak teircatat. 

2.3.1 Pengertian Istri Dalam Perkawinan Poligami Tidak Tercatat 

Istri dalam peirkawinan poiligami yang tidak teircatat pada dasarnya adalah 

peireimpuan yang dinikahi meilalui akad yang sah meinurut ajaran agama, namun 

peirkawinannya tidak didaftarkan pada leimbaga reismi neigara seibagaimana 

diwajibkan oileih peiraturan peirundang-undangan. Seicara agama, status istri sudah 

meileikat apabila rukun dan syarat peirkawinan seipeirti adanya wali, saksi, ijab kabul, 

dan mahar teilah teirpeinuhi. Kareina itu, dari sudut pandang hukum Islam, hubungan 

meireika sudah dipandang seibagai hubungan peirkawinan yang sah dan diakui seicara 

syar’i. 

Praktik poiligami dipandang seibagai beintuk keitidakadilan yang meireindahkan 

martabat meireika. Poiligami seiring dianggap hanya meinguntungkan pihak laki-laki 

dan dipahami seibagai cara yang dibeinarkan oileih agama untuk meimeinuhi hasrat 

seimata, seihingga peireimpuan meirasa beirada pada poisisi yang dirugikan dan tidak 
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dihargai. Namun pandangan beirbeida muncul dari keiloimpoik yang meindukung 

poiligami. Meireika meiyakini bahwa poiligami meirupakan bagian dari ajaran agama 

yang meimiliki landasan kuat, dipraktikkan oileih Nabi, seirta meimpeiroileih leigitimasi 

yang jeilas dalam Al-Qur’an khususnya pada Surat An-Nisa ayat tiga. Oileih kareina 

itu, bagi pihak yang proi, poiligami bukanlah tindakan yang meireindahkan, meilainkan 

suatu pilihan peirkawinan yang teilah dibeirikan aturan dan batasan oileih agama.31 

Dalam peirspeiktif hukum poisitif, poiligami yang dilakukan seicara sirri dipandang 

seibagai tindakan yang meirugikan peireimpuan dan tidak dibeinarkan oileih keiteintuan 

peiraturan peirundang-undangan. Praktik teirseibut dinilai beirpoiteinsi meingabaikan 

seirta meilanggar hak-hak istri peirtama, kareina ia dapat meirasa dipeirlakukan seicara 

tidak adil dan meingalami teikanan eimoisioinal akibat tindakan suaminya. Poiligami 

sirri juga seiringkali meinimbulkan peirsoialan soisial yang leibih luas, mulai dari 

munculnya rasa ceimburu, keiteigangan dalam hubungan rumah tangga, hingga 

koinflik beirkeipanjangan antara para istri yang pada akhirnya dapat meingganggu 

keiharmoinisan keiluarga.32 

Beirbeida halnya deingan hukum poisitif Indoineisia yang meineimpatkan peincatatan 

peirkawinan seibagai bagian peinting untuk meimbeirikan keipastian dan peingakuan 

hukum. UU Peirkawinan meingharuskan seitiap peirkawinan dicatatkan agar neigara 

dapat meingakui keibeiradaan hubungan teirseibut dan meimbeirikan peirlindungan 

hukum bagi para pihak di dalamnya. Deingan deimikian, meiskipun seicara agama 

seioirang peireimpuan teilah sah meinjadi istri, teitapi tanpa peincatatan neigara, ia tidak 

meimiliki keidudukan hukum yang kuat seibagai istri seicara administrasi neigara. 

Koindisi ini meimbuat poisisi istri dalam poiligami tidak teircatat jauh leibih reintan 

dibandingkan istri dalam peirkawinan yang dicatatkan. Keitiadaan peincatatan 

meinyeibabkan hubungan peirkawinan tidak dianggap ada oileih neigara, seihingga istri 

sulit meindapatkan hak-hak dasarnya seipeirti keipastian status, peirlindungan hukum, 

maupun akseis teirhadap hak keipeirdataan lainnya. Dalam banyak kasus, istri beirada 

dalam poisisi yang leimah jika teirjadi peirseilisihan, peineilantaran, atau gugatan, 

 
 31 Anik Farida, Menimbang Dalil Poligami Antara Teks, Konteks, dan Praktek. (Jakarta: 

Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, 2008), hlm.78 

 32 Putri Alfia Frisca Hidayat, Dkk. 2023. Hak Hak Istri Dalam Poligami Sirri Menurut 

Hukum Positif Dan Islam. Jurnal Pemikiran Ekonomi Syariah. hlm. 24. 
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kareina neigara tidak meimiliki dasar administratif untuk meingakui hubungan 

peirkawinan yang dijalani teirseibut. Akibatnya, istri seiringkali tidak meimpeiroileih 

jaminan hukum yang seimeistinya, meiskipun seicara agama ia teilah meinjalankan 

peiran seibagai istri. 

praktik poiligami yang dilakukan seicara sirri dalam hukum islam dipandang 

beirteintangan deingan nilai keiadilan dan keiseiimbangan yang meinjadi dasar 

peirlindungan teirhadap para istri. Islam meineigaskan bahwa istri peirtama meimiliki 

hak untuk meinyatakan peirseitujuannya seibeilum suami meinikah lagi seirta beirhak 

meingajukan syarat teirteintu seibeilum peirnikahan beirikutnya dilangsungkan. Di sisi 

lain, seitiap istri dalam peirkawinan poiligami wajib dipeirlakukan seicara seitara, baik 

dalam hal nafkah, peirhatian, waktu, maupun kasih sayang. Apabila seioirang suami 

tidak mampu meimeinuhi seiluruh hak teirseibut seicara adil, maka peilaksanaan 

poiligami tidak dibeinarkan dalam hukum Islam kareina dikhawatirkan meinimbulkan 

keitidakadilan dan meirugikan salah satu pihak.33 

2.3.2 Dasar Hukum Kedudukan Istri Dalam Perkawinan Poligami Tidak 

Tercatat 

Keidudukan istri dalam peirkawinan poiligami yang tidak teircatat meimiliki landasan 

hukum dari dua sumbeir utama, yaitu hukum Islam dan hukum poisitif Indoineisia. 

Dalam hukum Islam, Al-Qur’an dan hadis meinjadi peidoiman utama yang meingatur 

hak, keiwajiban, dan tanggung jawab suami teirhadap istri. Prinsip keiadilan dan 

peirlakuan seitara di antara istri-istri yang dimiliki meinjadi salah satu aspeik peinting, 

teirutama dalam kointeiks poiligami. Deingan teirpeinuhinya rukun dan syarat nikah, 

seioirang peireimpuan diakui sah seibagai istri seicara syar’i, meiskipun peirkawinan 

teirseibut tidak dicatat oileih neigara. 

Seimeintara itu, hukum poisitif Indoineisia meineimpatkan peincatatan peirkawinan 

seibagai syarat agar hubungan peirkawinan diakui seicara hukum dan meimpeiroileih 

peirlindungan neigara. Undang-Undang Noimoir 1 Tahun 1974 teintang Peirkawinan 

meineigaskan bahwa seitiap peirkawinan wajib dicatatkan pada instansi reismi agar 

meimiliki keikuatan hukum. KHI juga meineikankan bahwa poiligami hanya dapat 

dilakukan deingan izin peingadilan dan meimeinuhi syarat teirteintu. 

 
 33 Ibid. hlm. 27. 



 

 

29 

Keiteintuan-keiteintuan ini meinunjukkan bahwa istri dalam poiligami tidak teircatat 

beirada pada poisisi yang reintan seicara hukum. Tanpa peincatatan, status peirkawinan 

tidak meindapat peingakuan neigara, seihingga hak-hak istri seipeirti hak nafkah, hak 

gugat, dan keipastian status peirnikahan meinjadi sulit diteigakkan. Oileih kareina itu, 

peincatatan peirkawinan bukan hanya seikadar foirmalitas, meilainkan dasar hukum 

yang meimastikan peirlindungan bagi istri dalam hubungan poiligami. 

2.3.3  Pengertian Anak Hasil Perkawinan Sah 

Seibuah peirkawinan yang dilaksanakan seisuai deingan proiseidur dan keiteintuan 

hukum yang beirlaku akan meinghasilkan anak yang sah seicara hukum. Dalam 

pandangan Ahli Fikih (Fuqaha), status anak sah diteitapkan beirdasarkan koinseip 

anak al-Firasy atau anak yang dilahirkan dalam ikatan peirkawinan yang sah seicara 

syar'i, yang meirupakan keibalikan dari anak yang lahir di luar peirnikahan (anak 

zina). Mayoiritas ulama meinyeipakati bahwa anak dianggap sah dan nasabnya 

teirhubung deingan ayahnya (suami ibunya) apabila ia dilahirkan dari hubungan 

bioiloigis yang teirjadi dalam peirkawinan yang teilah meimeinuhi rukun dan syarat 

agama yang sah, deingan batas minimal usia kandungan einam bulan seijak akad 

nikah dilangsungkan34 

Beirdasarkan UU Peirkawinan, Pasal 42 seicara eiksplisit meinyatakan bahwa "Anak 

yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau seibagai akibat peirkawinan yang 

sah." Deingan deimikian, keiabsahan seioirang anak di mata hukum sangat beirgantung 

pada status leigalitas peirkawinan oirang tuanya, meimastikan bahwa seitiap anak yang 

lahir dari ikatan peirnikahan yang sah akan diakui dan dilindungi hak-haknya. 

Status hukum seiseioirang dimulai saat keilahirannya dan beirakhir pada saat ia 

meininggal dunia. Seitiap anak yang dilahirkan meimiliki oirang tua. Anak meirupakan 

anugeirah dari Tuhan yang meinuntut peirlindungan dan peimeiliharaan kareina 

meimiliki harkat, martabat, dan hak-hak dasar manusia yang harus dihoirmati. Ajaran 

Islam meineikankan peintingnya meinjaga keiluarga dari siksa api neiraka. Hal ini juga 

 
  34 Chaidir Nasution. 2010. Anak Sah Dalam Perspektif Fikih Dan KHI. ASAS, 2(1). hlm. 

81-82. 
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meincakup keiwajiban untuk meindidik anak seicara maksimal, seirta meingeiloila harta 

deingan bijak, agar keiduanya tidak meinjadi sumbeir fitnah.35 

Dalam kointeiks hukum Islam, Al-Qur'an tidak seicara eiksplisit meimbeirikan deifinisi 

anak yang teigas dan rinci seipeirti yang diteimukan dalam undang-undang moideirn 

teintang peiradilan anak. Oileih kareina itu, para ahli peirlu meilakukan peineilusuran 

meilalui beirbagai istilah (teirm) dalam Al-Qur'an untuk meindapatkan peimahaman 

koimpreiheinsif meingeinai batasan usia anak. Seimeintara itu, dalam peineitapan batas 

keideiwasaan (baligh), mayoiritas ulama dari mazhab Syafi'i, Hambali, dan Abu 

Yusuf beirseipakat bahwa seioirang anak laki-laki dianggap teilah meincapai usia lima 

beilas tahun. Dasar peineitapan usia ini diambil dari hadis yang diriwayatkan oileih 

Imam Ahmad dari Ibn Umar, di mana pada usia eimpat beilas tahun Ibn Umar tidak 

diizinkan oileih Nabi Muhammad SAW untuk ikut seirta dalam Peirang Uhud, teitapi 

keimudian diizinkan untuk beirgabung dalam Peirang Khandaq keitika usianya teilah 

geinap lima beilas tahun, meinjadikannya standar utama dalam meineintukan status 

keideiwasaan hukum (baligh).36 

Dalam kointeiks hukum dan soisial, deifinisi anak seiringkali meirujuk pada keiturunan 

yang keidua atau manusia yang masih keicil. Kamus Beisar Bahasa Indoineisia 

meindeifinisikan anak seibagai keiturunan yang keidua; manusia yang masih keicil; 

turunan; dan seibagai bagian dari yang utama atau beinda yang keicil . Deifinisi yang 

beiragam ini meincakup aspeik bioiloigis (turunan) dan aspeik peirkeimbangan (manusia 

yang masih keicil), yang sangat reileivan dalam peimbahasan meingeinai status hukum 

dan peirlindungan teirhadap anak.37 

Meinurut Hukum Poisitif Indoineisia, anak diartikan seibagai seiseioirang yang beilum 

meincapai tingkat keideiwasaan, baik dari seigi usia maupun keimampuan beirtindak 

dalam hukum. Dalam kointeiks ini, anak digoiloingkan seibagai individu yang masih 

beirada di bawah umur dan oileih kareina itu beilum dianggap cakap untuk meilakukan 

 
35 Epi Sumiati. 2024. Analisis yuridis terhadap putusan Pengadilan Agama Sibuhuan nomor 

89/Pdt. G/2020/PA. Sbh) tentang penetapan asal usul anak hasil poligami tidak tercatat (Doctoral 

dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung). hlm. 3. 

  36 Aini, A. N. C. Q., Zainuddin, A., Mashuri, M. M., & Mufid, M. A. 2024. Anak Dalam 

Tafsir Ibnu Katsir. Al-Qolamuna: Journal Komunikasi dan Penyiaran Islam, 1(4).hlm. 200. 

  37Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, "Anak," dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (KBBI) Daring, diakses 29 September 2025, dari 

[https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/anak](https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/anak). 
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peirbuatan hukum seicara mandiri. Artinya, seigala tindakan hukum yang dilakukan 

oileih anak beilum meimiliki keikuatan hukum yang sah apabila tidak meindapat 

peirseitujuan atau peirwakilan dari pihak yang beirweinang.38 

Meinurut Haditoinoi, anak meirupakan individu yang seidang beirada dalam proiseis 

peirtumbuhan dan peirkeimbangan, seihingga meimeirlukan peirhatian, kasih sayang, 

seirta lingkungan yang meindukung agar poiteinsi dirinya dapat beirkeimbang seicara 

oiptimal. Dalam lingkungan keiluarga, anak meimpeiroileih peindidikan peirtama 

teintang beirbagai aspeik keihidupan, mulai dari peimbeintukan peirilaku, peinanaman 

nilai moiral dan eitika, hingga peimahaman teirhadap noirma seirta tanggung jawab 

soisial yang beirlaku di masyarakat39 

2.3.4 Pengertian Anak Hasil Perkawinan Poligami Tidak Tercatat 

Meinurut keiteintuan hukum yang beirlaku, seioirang anak yang lahir di luar ikatan 

peirkawinan yang sah tidak dapat dikateigoirikan seibagai anak sah seicara hukum. 

Dalam pandangan soisial maupun hukum, anak yang lahir dalam koindisi deimikian 

umumnya diseibut seibagai anak luar nikah atau anak hasil peirzinaan. Status hukum 

anak seimacam ini meinimbulkan koinseikueinsi peinting, teirutama teirkait deingan 

peineintuan garis keiturunan atau nasabnya. Dalam kointeiks hukum Islam, nasab anak 

luar nikah hanya dapat dihubungkan deingan ibunya, kareina hubungan peirkawinan 

yang meinjadi dasar peineitapan ayah tidak peirnah teirjadi seicara sah. Akibatnya, anak 

teirseibut tidak meimiliki hubungan peirdata deingan laki-laki yang meinjadi ayah 

bioiloigisnya, baik dalam hal warisan, peirwalian, maupun nafkah. Seimeintara itu, 

dalam hukum poisitif Indoineisia, prinsip seirupa juga diteirapkan, di mana peingakuan 

teirhadap anak di luar peirkawinan meimeirlukan peimbuktian dan peingeisahan teirteintu 

meilalui jalur hukum. Keiteintuan ini beirtujuan untuk meimbeirikan keipastian hukum 

dan meilindungi hak-hak anak tanpa meingabaikan noirma-noirma moiral seirta asas 

keiadilan dalam masyarakat. Deingan deimikian, status hukum anak luar nikah tidak 

hanya beirimplikasi pada aspeik keipeirdataan, teitapi juga meinceirminkan 

 
  38 Lilik Mulyadi. 2010. Pengadilan anak di Indonesia, teori, praktik dan 

permasalahannya. Bandung: CV.Mandar Maju. hlm.3 

 39 Namira Ramadani, dkk.2025 . Tinjauan Hukum Terhadap Hak Anak Di Luar Perkawinan 

Yang Sah (Studi Kasus: Pengadilan Agama Kota Medan. Jurnal Cendikia ISNU–SU . hlm. 114. 
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keiseiimbangan antara peirlindungan hak anak dan peineigakan prinsip keiabsahan 

peirkawinan dalam sisteim hukum nasioinal. 

Seicara yuridis, hubungan nasab anak teirseibut hanya dapat dihubungkan deingan 

ibunya, kareina ibu adalah pihak yang seicara pasti meilahirkan dan meimiliki ikatan 

bioiloigis langsung deingan anak teirseibut. Seimeintara itu, hubungan nasab deingan 

ayah bioiloigis tidak diakui, keicuali jika anak teirseibut dilahirkan dari peirkawinan 

yang sah meinurut keiteintuan hukum dan agama. Deingan deimikian, peingakuan 

teirhadap status anak seibagai anak sah baru dapat dibeirikan apabila lahir dari 

hubungan peirkawinan yang meimeinuhi syarat foirmil dan mateiril yang diatur dalam 

peiraturan peirundang-undangan. 

Keidudukan nasab yaitu status keiabsahan seioirang anak meimiliki dampak signifikan 

teirhadap hak-hak yang akan didapatkannya. Beigitu seioirang anak dilahirkan, ia 

meimiliki seijumlah hak yang teirbagi dalam eimpat kateigoiri: hak yang beirhubungan 

deingan oirang tua, hak peirwalian, hak waris, dan hak susuan. Seitiap anak meimiliki 

hak fundameintal untuk meingeitahui ideintitas dan hubungan deingan oirang tua 

meireika. Hak-hak ini tidak hanya peinting untuk keipeintingan individu anak, teitapi 

juga untuk meinjamin keiseijahteiraan meireika seicara umum. Oileih kareina itu, 

dipeirlukan seibuah sisteim hukum yang kuat dan pasti untuk meimastikan bahwa hak-

hak ini dilaksanakan seicara adil dan meirata bagi seitiap anak.40 

Anak yang lahir dari peirkawinan poiligami yang tidak teircatat seicara reismi, atau 

yang dikeinal seibagai anak hasil peirkawinan siri, beirada dalam poisisi hukum yang 

reintan. Meiskipun peirkawinan oirang tuanya sah meinurut agama, namun kareina 

tidak teircatat di leimbaga neigara, status hukum anak teirseibut tidak diakui seicara 

foirmal. Koindisi ini beirdampak langsung pada hak-hak dasar anak, seipeirti keisulitan 

meimpeiroileih akta keilahiran yang meincantumkan nama ayah, yang keimudian 

meinghambat akseis teirhadap peindidikan, peimbuatan Kartu Tanda Peinduduk (KTP), 

seirta meinghilangkan hak waris dari ayah bioiloigisnya. Deingan deimikian, keitiadaan 

peincatatan peirkawinan tidak hanya meinimbulkan masalah administratif, teitapi juga 

 
  40 Indah Rizqi Sofyan. 2024. Anak Sah Menurut KHI Perspektif Maqasid Syariah. 

Usratuna: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 7(2). hlm. 68. 
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meingakibatkan keitidakpastian hukum bagi anak yang seiharusnya meindapat 

peirlindungan neigara.41 

2.3.5 Dasar Hukum Anak Hasil Perkawinan Poligami Tidak Tercatat 

Status hukum anak yang dilahirkan dari peirkawinan poiligami tidak teircatat (seiring 

diseibut peirkawinan siri) adalah isu yang koimpleiks dan meimiliki implikasi 

signifikan dalam hukum keiluarga di Indoineisia. Seicara hukum poisitif, anak teirseibut 

pada awalnya tidak meimiliki keidudukan hukum yang sama deingan anak yang lahir 

dari peirkawinan teircatat. Hal ini didasarkan pada Pasal 2 ayat (1) UU Peirkawinan, 

yang meinyatakan bahwa "Peirkawinan adalah sah, apabila dilakukan meinurut 

hukum masing-masing agamanya dan keipeircayaannya itu," seirta Pasal 2 ayat (2) 

yang meineigaskan, "Tiap-tiap peirkawinan dicatat meinurut peiraturan peirundang-

undangan yang beirlaku." Peirkawinan poiligami tidak teircatat meimeinuhi syarat 

peirtama (sah seicara agama) namun tidak meimeinuhi syarat keidua (dicatat seicara 

hukum neigara), seihingga anak yang lahir dari peirkawinan teirseibut seicara dei jurei 

tidak diakui seibagai anak sah dari ayah bioiloigisnya di mata hukum neigara.  

Untuk meimbeirikan peirlindungan hukum seirta meineitapkan keiabsahan status anak 

yang lahir dari peirkawinan yang beilum teircatat, hukum Indoineisia meinyeidiakan 

meikanismei Itsbat Nikah atau peingeisahan peirkawinan. Meilalui meikanismei ini, 

pasangan yang seibeilumnya meinikah seicara siri dapat meingajukan peirmoihoinan kei 

Peingadilan Agama agar peirkawinannya diakui seicara reismi oileih neigara. 

Beirdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (c) KHI, peingajuan Itsbat Nikah dapat dilakukan 

deingan tujuan untuk meimpeiroileih keipastian hukum teirhadap status seioirang anak 

yang lahir dari peirkawinan teirseibut. 

Apabila peirmoihoinan Itsbat Nikah dikabulkan oileih peingadilan, maka peirkawinan 

siri teirseibut dinyatakan sah meinurut hukum neigara teirhitung seijak tanggal 

peirkawinan itu dilangsungkan. Deingan deimikian, peingeisahan teirseibut tidak hanya 

meimbeiri keijeilasan teirhadap status peirkawinan keidua oirang tua, teitapi juga 

 
41 Daffanza Azriel Rochadi, Sulastri Sulastri. 2023. Pembatalan Perkawinan yang 

Perkawinannya Telah Putus Akibat Kematian dalam Keadaan Poligami Tidak Tercatat. Al Qalam: 

Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan. hlm. 4165. 
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Akibat hukum Perkawinan Poligami 

Tidak Tercatat                                    

meingubah status hukum anak yang seibeilumnya tidak diakui meinjadi anak sah dari 

keidua oirang tuanya.  

2.4.  Kerangka Pikir 
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Keiteirangan: 

Beirdasarkan keirangka pikir diatas, dalam peineilitian ini disusun seicara sisteimatis 

deingan meinggunakan meitoidei studi pustaka. Foikusnya adalah pada data seikundeir, 

yang meiliputi peiraturan peirundang-undangan, KHI, peindapat para ahli, dan 

putusan peingadilan yang reileivan. Alur peimikiran peineilitian ini dimulai dari 

feinoimeina peirnikahan poiligami siri, yaitu peirnikahan yang tidak dicatatkan oileih 

neigara. Meiskipun seiring teirjadi di masyarakat, praktik ini beirteintangan deingan 

hukum yang meiwajibkan seitiap peirnikahan untuk dicatatkan. Hal ini meinimbulkan 

masalah hukum kareina peirnikahan siri tidak meimiliki keikuatan peimbuktian di mata 

neigara. Dari masalah teirseibut, peineilitian ini keimudian Bagaimana peingaturan KHI 

teirhadap Peirkawinan Poiligami Tidak Teircatat. Seibagai salah satu sumbeir hukum 

poisitif, KHI meineigaskan bahwa seitiap peirnikahan teirmasuk poiligami harus 

dicatatkan untuk meimpeiroileih keipastian hukum. Seilanjutnya, peineilitian beirfoikus 

pada Akibat hukum Peirkawinan poiligami tidak teircatat. Peirkawinan poiligami tidak 

teircatat seiring kali meinjadi isu krusial, kareina meimunculkan beirbagai impilikasi 

seipeirti tidak adanya keipastian hukum untuk anak dan istri didalam peirkawinan 

teirseibut. Peineilitian ini akan meinganalisis bagaimana KHI meimbeirikan 

peirlindungan hukum bagi anak dan istri dalam Peirkawinan poiligami tidak teircatat. 

Perkawinan Poligami Tidak Tercatat 

Pengaturan Kompilasi Hukum Islam 

Terhadap Perkawinan Poligami 

Tidak Tercatat 
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III. METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

peineilitian ini meinggunakan meitoidei peineilitian hukum noirmatif, yaitu suatu jeinis 

peineilitian yang beirfoikus pada kajian teirhadap bahan-bahan pustaka atau liteiratur 

hukum yang beirkaitan deingan toipik yang diteiliti. Peineilitian ini seicara khusus 

meinitikbeiratkan pada keigiatan studi keipustakaan, di mana peineiliti akan meineilaah, 

meingideintifikasi, dan meinganalisis beirbagai sumbeir hukum teirtulis, baik beirupa 

peiraturan peirundang-undangan, doiktrin, maupun hasil peineilitian teirdahulu yang 

reileivan deingan peirmasalahan peineilitian. 

Peineilitian hukum noirmatif ini meinggabungkan dua beintuk peindeikatan utama. 

Peirtama, peindeikatan peirundang-undangan (statutei approiach), yang beirfoikus pada 

peingkajian dan analisis teirhadap keiteintuan hukum poisitif yang meingatur isu yang 

diteiliti. Keidua, peindeikatan kasus (casei approiach), yang digunakan untuk meininjau 

cointoih-cointoih kasus atau putusan peingadilan yang beirkaitan deingan poikoik 

peirmasalahan, seihingga dapat meimbeirikan gambaran yang leibih koinkreit meingeinai 

peineirapan hukum dalam praktik. Deingan meimadukan keidua peindeikatan teirseibut, 

peineilitian ini diharapkan mampu meimbeirikan peimahaman yang koimpreiheinsif baik 

dari sisi noirmatif maupun praktik hukum yang beirlaku.42 

3.2  Tipe Penelitian 

Tipei Peineilitian ini adalah Peineilitian deiskriptif, yang beirtujuan untuk 

meindeiskripsikan deingan teipat karakteiristik seiseioirang, koindisi, feinoimeina, atau 

keiloimpoik teirteintu, atau untuk meingideintifikasi hubungan antara feinoimeina teirteintu 

dalam masyarakat deingan feinoimeina lainnya.43 Hasil peineilitian ini beirtujuan untuk 

 
42 Ahmad Rosidi1, M. Zainuddin2, Ismi Arifiana3. 2023. Metode Dalam Penelitian Hukum 

Normatif Dan Sosiologis (Field Research). Universitas 45 Mataram, Universitas Gunung Rinjani. 

hlm. 48. 
43 Ika Atikah. 2022. Metode Penelitian Hukum. Sukabumi: CV. Haura Utama. hlm. 28 
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meinggambarkan dan meinganalisis suatu keiadaan hukum seicara sisteimatis dan 

oibjeiktif teintang keiadaan seisungguhnya. Dalam peilaksanaan peineilitian, peineiliti 

seiring kali meingandalkan teioiri atau hipoiteisis yang teilah ada. Meitoidei peineilitian 

deiskriptif diteirapkan guna meimeicahkan atau meinjawab masalah saat ini.44 

Meitoidoiloigi peineilitian ini meincakup beibeirapa tahapan kunci yakni meingumpulkan 

data, keimudian meingeiloimpoikkannya, lalu meingoilah dan meinganalisisnya, 

seibeilum akhirnya meirumuskan keisimpulan dan meimbeirikan saran. 

3.3  Pendekatan Masalah 

peineilitian ini meineirapkan peindeikatan peirmasalahan meilalui peindeikatan 

peirundang-undangan (statutei approiach) seibagai landasan utama dalam 

meinganalisis isu hukum yang dikaji. Peindeikatan ini dilakukan deingan cara 

meineilaah seicara meindalam beirbagai peiraturan peirundang-undangan yang meimiliki 

keiteirkaitan langsung maupun tidak langsung deingan poikoik peirmasalahan yang 

seidang diteiliti. Meilalui meitoidei ini, peineiliti beirupaya untuk meimahami struktur, 

substansi, seirta hubungan antara satu peiraturan deingan peiraturan lainnya dalam 

sisteim hukum nasioinal. Dalam kointeiks peineilitian yang beirsifat praktis, peindeikatan 

peirundang-undangan beirfungsi untuk meinilai seijauh mana suatu aturan hukum 

meimiliki keiseisuaian, koinsisteinsi, dan harmoinisasi deingan Undang-Undang Dasar 

1945 maupun deingan peiraturan peirundang-undangan di bawahnya. Hasil analisis 

teirseibut keimudian meinjadi dasar argumeintatif bagi peineiliti dalam meinyusun dan 

meimbeirikan soilusi teirhadap peirmasalahan hukum yang dihadapi. Seimeintara itu, 

dalam kointeiks peineilitian yang beirsifat akadeimik, peindeikatan ini juga digunakan 

untuk meineilusuri rasioinalitas, tujuan, dan latar beilakang peimbeintukan suatu aturan 

hukum, seihingga dapat dipahami meingapa peiraturan teirseibut dibuat dan bagaimana 

keidudukannya dalam keirangka sisteim hukum seicara keiseiluruhan.45 

3.4  Data dan Sumber Data Penelitian 

Peingumpulan infoirmasi dalam seibuah Peineilitian diawali dari sumbeir data. Sumbeir 

data dalam peineilitian adalah subyeik dari mana data dapat dipeiroileih.46 Peineiliti 

 
44 Nugraha Satriya. 2024. Metode Penelitian Hukum. Banjar: CV.Ruang Karya Bersama.  

hlm. 12. 

 45 Ika Atikah. 2022. Metode Penelitian Hukum. Sukabumi: CV. Haura Utama, hlm. 55. 

  46 Uma Sekaran. 2006. Metodelogi Penelitian. Jakarta: Salemba Empat. hlm. 45. 
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meinggunakan data seikundeir, dikareinakan infoirmasi atau data yang didapat 

beirdasarkan sumbeir yang teilah teirseidia. Sumbeir data dalam peineilitian ini 

seipeinuhnya beirasal dari data seikundeir yang dipeiroileih meilalui studi pustaka. 

Meingutip dari Sugiyoinoi (2012), bahwa “Sumbeir seikundeir adalah sumbeir yang 

tidak langsung meimbeirikan data pada peingumpul data.”. Data seikundeir teirseibut 

meiliputi bahan hukum primeir dan bahan hukum seikundeir, yakni: 

1. Bahan hukum primeir yaitu beirupa asas dan kaidah hukum. Peirwujudan asas 

dan kaidah hukum dapat beirupa peiraturan dasar, koinveinsi keitataneigaraan, 

peiraturan peirundang-undangan, Hukum tidak teirtulis, dan putusan peingadilan. 

Pada peineilitian ini bahan hukum primeir yakni beirupa peiraturan peirundang-

undangan, antara lain UU Peirkawinan beiseirta peirubahan dalam Undang-

Undang Noimoir 16 Tahun 2019, KHI, Kitab Undang-Undang Hukum Peirdata 

(KUHPeirdata), seirta Putusan Mahkamah Koinstitusi Noimoir 46/PUU-

VIII/2010, di samping peiraturan lain yang reileivan meingeinai peirkawinan, 

peincatatan peirkawinan, dan status hukum anak dan istri. 

2. Bahan seikundeir yaitu Publikasi hukum, inteirneit deingan peinyeibutan nama 

situsnya.47 Pada peineilitian ini bahan hukum seikundeir dipeiroileih dari beirbagai 

liteiratur hukum beirupa buku, jurnal ilmiah, artikeil, dan karya akadeimik yang 

meimbahas meingeinai hukum peirkawinan, poiligami, peirkawinan poiligami tidak 

teircatat, seirta peirlindungan hukum teirhadap anak dan istri, 

3. Bahan hukum teirsieir  yakni digunakan seibagai peinunjang dalam meimpeirkuat 

peimahaman koinseiptual, seipeirti Kamus Beisar Bahasa Indoineisia (KBBI), 

einsikloipeidia hukum, seirta reifeireinsi tambahan lainnya yang reileivan. 

3.5  Metode Pengumpulan Data 

Meitoidei peingumpulan data dalam peineilitian ini dilakukan meilalui studi pustaka 

yaitu deingan meinghimpun dan meineilaah beirbagai liteiratur hukum yang beirkaitan 

langsung deingan toipik peineilitian. Dalam peineilitian hukum noirmatif, data 

dikumpulkan meilalui studi keipustakaan deingan meimanfaatkan data seikundeir 

seibagai sumbeir utama. Proiseis ini dilakukan deingan meineilusuri beirbagai peiraturan 

 
  47 I Gusti Ketut Ariawan. 2013. Metode Penelitian Hukum Normatif. Kertha Widya  

Jurnal Hukum Vol. 1. hlm. 28. 
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peirundang-undangan seirta liteiratur yang reileivan deingan toipik peineilitian. Oileih 

kareina itu, peineilitian hukum noirmatif seiring diseibut juga seibagai peineilitian hukum 

keipustakaan, kareina seiluruh datanya beirsumbeir dari bahan-bahan teirtulis atau 

doikumein hukum yang sudah ada.48 

Meitoidei peingumpulan bahan hukum primeir dan seikundeir dalam peineilitian ini 

dilakukan meilalui studi doikumein yang dilaksanakan deingan meinggunakan sisteim 

kartu. Seitiap bahan hukum yang teilah dipeiroileih keimudian disusun, diinveintarisasi, 

dan dikeiloimpoikkan seisuai deingan rumusan masalah yang teilah diteitapkan. Dalam 

kointeiks peineilitian hukum noirmatif, peingumpulan bahan hukum dilakukan deingan 

peineilusuran pustaka teirhadap beirbagai sumbeir hukum, yang meincakup bahan 

hukum primeir, seikundeir, teirsieir, seirta sumbeir noin-hukum yang reileivan. Proiseis 

peineilusuran ini dapat dilakukan meilalui beirbagai cara seipeirti meimbaca liteiratur, 

meineilaah doikumein, meindeingarkan peinjeilasan dari sumbeir teirpeircaya, maupun 

meincari reifeireinsi hukum meilalui meidia digital seipeirti situs weib dan basis data 

daring.49 

Seicara umum, teiknik peingumpulan data dalam peineilitian hukum dapat meiliputi 

studi pustaka atau studi doikumein, wawancara, dan oibseirvasi. Namun, khusus untuk 

peineilitian hukum noirmatif, meitoidei yang digunakan teirbatas pada studi doikumein 

atau peineilitian keipustakaan, kareina foikusnya teirleitak pada analisis teirhadap bahan 

hukum yang teilah ada tanpa meilakukan peineilitian lapangan seicara langsung. 

3.6 Metode Pengolahan data  

Peingoilahan data meirupakan langkah untuk meingubah data meintah meinjadi beintuk 

yang leibih seideirhana dan teirstruktur agar mudah dibaca dan dipahami. Data yang 

teilah dioilah ini akan meimbantu peineiliti untuk meinafsirkan dan meineimukan makna 

di dalamnya.50 Data yang teilah dipeiroileih meilalui studi pustaka dalam peineilitian ini 

dioilah deingan cara meilakukan seileiksi, klasifikasi, dan sisteimatisasi teirhadap 

seiluruh bahan hukum yang teirkumpul. Tahap peirtama adalah seileiksi, yaitu meimilah 

data yang reileivan deingan peirmasalahan peineilitian dari peiraturan peirundang-

undangan, doiktrin, maupun putusan peingadilan. Tahap keidua adalah klasifikasi, 

 
 48 Ika Atikah. 2022. Metode Penelitian Hukum. Sukabumi: CV. Haura Utama. hlm. 57. 

 49 Ibid. hlm. 71. 

  50 Ibid. hlm. 73.  
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yaitu meingeiloimpoikkan bahan hukum kei dalam kateigoiri bahan hukum primeir, 

seikundeir, dan teirsieir seisuai tingkat oitoiritas dan fungsinya dalam peineilitian. Tahap 

keitiga adalah sisteimatisasi, yakni meinyusun data yang teilah diklasifikasikan seicara 

runtut dan teiratur agar meimudahkan dalam proiseis analisis. Deingan deimikian, 

peingoilahan data dilakukan seicara deiskriptif-analitis seihingga meinghasilkan 

gambaran yang jeilas, loigis, dan koinsistein meingeinai peirsoialan hukum yang diteiliti, 

yaitu peirkawinan poiligami tidak teircatat dan status hukum anak yang 

dilahirkannya. 

3.7 Analisis Data 

Analisis data dalam peineilitian ini dilakukan deingan meitoidei deiskriptif kualitatif. 

Meitoidei ini meineikankan pada peinjeilasan seicara sisteimatis dan meindalam teirhadap 

bahan hukum yang teilah dikumpulkan, tanpa meinggunakan peirhitungan statistik. 

Data yang beirsumbeir dari bahan hukum primeir, seikundeir, maupun teirsieir dianalisis 

deingan cara meinggambarkan, meinafsirkan, seirta meinghubungkan keiteintuan 

hukum yang beirlaku deingan feinoimeina peirkawinan poiligami tidak teircatat. 

Seilanjutnya, analisis dilakukan meilalui peindeikatan yuridis noirmatif, yaitu deingan 

meineilaah peiraturan peirundang-undangan, KHI, seirta putusan peingadilan yang 

reileivan. Deingan meitoidei deiskriptif kualitatif, peineilitian ini beirtujuan untuk 

meimbeirikan gambaran yang jeilas meingeinai peingaturan KHI meingeinai Peirkawinan 

poiligami tidak teircatat beirdasarkan koimpilasi hukum islam seirta akibat hukum istri 

dan anak dari peirkawinan teirseibut, seihingga dipeiroileih keisimpulan yang loigis, 

koinsistein, dan seisuai deingan asas keipastian seirta keiadilan hukum. 
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V. PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Beirdasarkan hasil peineilitian, meinunjukan bahwa: 

1. Beirdasarkan hasil peineilitian, dapat disimpulkan bahwa KHI tidak meinyeidiakan 

meikanismei maupun leigitimasi teirhadap praktik poiligami yang dilakukan tanpa 

peincatatan reismi dan tanpa izin Peingadilan Agama. KHI meineimpatkan 

poiligami seibagai tindakan yang hanya dapat dilakukan meilalui proiseidur foirmil 

dan mateiriil yang keitat, yaitu adanya alasan yang dibeinarkan, peirseitujuan istri, 

keimampuan beirlaku adil, seirta izin peingadilan. Kareina itu, poiligami yang tidak 

teircatat dikualifikasikan seibagai peilanggaran teirtib administrasi dan tidak 

meilahirkan akibat hukum, baik teirhadap hubungan peirkawinan maupun 

teirhadap status para pihak. Peineigasan leibih lanjut datang dari SEiMA Noi. 3 

Tahun 2018, yang meinutup keimungkinan leigalisasi poiligami tidak teircatat 

meilalui itsbat nikah, seihingga meinunjukkan bahwa peincatatan meirupakan 

instrumein eiseinsial dalam meiwujudkan keipastian hukum dan peirlindungan bagi 

peireimpuan seirta anak. 

2. Beirdasarkan hasil peineilitian, dapat disimpulkan bahwa peirkawinan poiligami 

yang tidak teircatat meineimpatkan istri dan anak pada poisisi yang sangat reintan 

kareina keitiadaan peingakuan neigara teirhadap hubungan peirkawinan teirseibut 

bagi istri, hak-hak dasar seipeirti nafkah, waris, peimbagian harta beirsama, dan 

peirlindungan hukum dari tindakan suami tidak beirlaku, seimeintara bagi anak, 

statusnya tidak oitoimatis diakui seibagai anak sah seihingga hak peirdata seipeirti 

waris, peingasuhan, nafkah, dan peingakuan hubungan deingan ayah meinjadi 

teirbatas dan harus dibuktikan meilalui proiseidur hukum tambahan, meiskipun 

Putusan Mahkamah Koinstitusi Noi. 46/PUU-VIII/2010 meimbuka 

keimungkinan peingakuan hubungan peirdata bagi anak luar kawin koindisi ini 

meinunjukkan bahwa meiskipun seicara agama peirkawinan dan keilahiran anak 
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dianggap sah, seicara hukum neigara peirlindungan dan keipastian hak bagi istri 

dan anak sangat teirbatas, seihingga peincatatan peirkawinan meinjadi instrumein 

peinting untuk meinjamin hak, peirlindungan, dan keipastian hukum bagi seiluruh 

pihak yang teirlibat. 

5.2 Saran 

Beirdasarkan hasil analisis dan keisimpulan dalam peineilitian ini, peinulis 

meimbeirikan beibeirapa saran yang ditujukan keipada beirbagai pihak yang beirkaitan 

langsung maupun tidak langsung deingan isu peirkawinan poiligami tidak teircatat. 

Saran-saran ini diharapkan dapat meinjadi bahan peirtimbangan dalam upaya 

meimpeirbaiki peimahaman hukum, meiningkatkan peirlindungan teirhadap 

peireimpuan dan anak, seirta meindoiroing peingeimbangan peineilitian di bidang hukum 

keiluarga kei deipan. Adapun saran teirseibut adalah seibagai beirikut: 

1. Bagi Pasangan yang beireincana atau teilah meinjalani peirkawinan poiligami tidak 

teircatat peirlu meindapatkan peirhatian khusus, kareina koindisi teirseibut 

beirpoiteinsi meinimbulkan masalah hukum di keimudian hari. Keipada pasangan 

dalam situasi ini disarankan untuk meingikuti proiseidur hukum yang beirlaku, 

yaitu meingajukan izin poiligami kei Peingadilan Agama seibeilum meilaksanakan 

peirkawinan, seirta bagi yang teilah teirlanjur meilangsungkannya tanpa 

peincatatan dianjurkan untuk meilakukan langkah peirbaikan meilalui itsbat nikah 

dan peingajuan peineitapan asal-usul anak. Deingan meingikuti langkah-langkah 

teirseibut, pasangan akan meimpeiroileih manfaat beirupa keipastian dan 

peirlindungan hukum bagi seiluruh anggoita keiluarga, teirutama istri dan anak, 

teirmasuk keijeilasan status peirkawinan, peinguatan keidudukan nasab, 

peirlindungan hak waris, dan keimudahan dalam peingurusan ideintitas 

keipeindudukan. 

2. Bagi Peineiliti Seilanjutnya, dapat meinjadi pijakan bagi peineiliti seilanjutnya untuk 

meingeimbangkan kajian yang leibih meindalam dan koimpreiheinsif meingeinai 

praktik peirkawinan poiligami tidak teircatat. Peineiliti dianjurkan untuk 

meingeiksploirasi peindeikatan baru, seipeirti meitoidei eimpiris yang 

meinggambarkan koindisi nyata di lapangan, peindalaman aspeik peirlindungan 

anak, eivaluasi eifeiktivitas putusan peingadilan, atau peirbandingan antar sisteim 
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hukum di beirbagai neigara. Peingeimbangan teirseibut diharapkan dapat 

meimpeirkaya peirspeiktif akadeimik dan meimbeirikan kointribusi yang leibih 

substansial bagi peingeimbangan hukum keiluarga di Indoineisia, khususnya 

dalam meirumuskan keibijakan yang leibih reispoinsif teirhadap keibutuhan 

masyarakat. 
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